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Force on Money Laundering / FATF). Hal ini 
antara lain dibuktikan dengan keberhasilan 
PPATK menyelenggarakan pertemuan 
tahunan organisasi internasional yang 
menghimpun seluruh lembaga intelijen 
keuangan (financial intelligence unit / FIU), 
the Egmont Group, di Jakarta, pada Januari 
2019 lalu. PPATK juga menandatangani 
Nota Kesepahaman dengan FIU Uzbekistan, 
Maroko, Timor Leste, dan Palestina. Bersama 
lembaga intelijen keuangan Australia 
(AUSTRAC), PPATK juga masih melanjutkan 
forum Counter-Terrorism Financing Summit, 
yang di tahun 2019 diselenggarakan di 
Manila, Filipina, berkolaborasi dengan FIU 
Filipina (AMLC).

Terkait dengan visi Presiden RI 
Joko Widodo untuk membangun sumber 
daya manusia yang unggul, PPATK melalui 
Indonesian Financial Intelligence Institute 
(IFII) turut mewujudkannya dalam bentuk 
serangkaian program guna menghasilkan 
SDM Indonesia yang kapabel dan 
berintegritas terkait isu APU/PPT. PPATK 
juga aktif menyelenggarakan sosialisasi 
dan sharing knowledge kepada berbagai 
perguruan tinggi, serta menyelenggarakan 
Festival Kreatif Generasi Anti-Pencucian 
Uang yang menyasar pada kelompok umur 
pelajar dan mahasiswa.

Sepanjang 2019, PPATK juga 
menorehkan sejumlah capaian positif. 
Predikat Wajar Tanpa Pengecualian 
(WTP) kembali diraih untuk ketigabelas 
kalinya secara beruntun, diiringi dengan 
penghargaan dari Wakil Presiden RI dalam 
penilaian keterbukaan informasi publik. 
PPATK juga menjadi satu dari empat lembaga 
yang capaian dalam Strategi Nasional 
Pemberantasan Korupsi mencapai 100%. 

Assalamu’alaikum wr wb
Salam sejahtera bagi kita semua.

Alhamdulillahi Rabbil’alamin, puji dan 
syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang 
Maha Esa yang telah memberikan kekuatan 
dan kemampuan kepada Pimpinan dan 
Staf Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 
Keuangan (PPATK) untuk terus berkarya 
membawa PPATK dalam melaksanakan 
tugas-tugasnya sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.

Sepanjang tahun 2019, PPATK telah 
menunaikan serangkaian pekerjaan di 
bidang pencegahan dan pemberantasan 
tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan 
tindak pidana pendanaan terorisme (TPPT). 
Kerja tersebut diwujudkan dalam bentuk 
pengungkapan perkara TPPU dan kejahatan 
keuangan lainnya, membangun platform 
pertukaran informasi anti-pendanaan 
terorisme, dan berkontribusi dalam berbagai 
Satuan Tugas seperti Satgas Waspada 
Investasi, Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar 
(Saber Pungli), Satgas Umrah, Satgas Tindak 
Pidana Perdagangan Orang, hingga Satgas 
Pengawasan Orang Asing. Selain itu, PPATK 
mengukuhkan penegakan rezim APU/PPT 
dengan mengukur integritas dari penyedia 
jasa keuangan yang diwujudkan dalam 
bentuk dokumen Financial Integrity Rating 
(FIR).

PPATK juga memperluas 
kontribusinya di bidang Anti-Pencucian Uang 
dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU/
PPT) di skala regional dan internasional, 
seiring upaya PPATK bersama sejumlah 
lembaga terkait menjadikan Indonesia 
sebagai bagian dari organisasi internasional 
anti-pencucian uang (Financial Action Task 



IIILAPORAN AKHIR TAHUN 2019PPATK

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Dan di tahun politik, PPATK berkontribusi 
aktif dalam Satgas Pemilu dalam bentuk 
pertukaran informasi, joint audit, dan 
serangkaian riset dalam pelaksanaan 
Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden.

Di tahun 2020, sejumlah tantangan 
sudah membentang. Pelaksanaan Pilkada 
serentak menjadi salah satu momentum 
yang menuntut partisipasi PPATK untuk 
menjaganya dari praktik-praktik kotor oknum 
yang terlibat di dalamnya. PPATK juga terus 
berupaya mengimplementasikan sejumlah 
aplikasi strategis di bidang APU/PPT, seperti 
Terrorist Financing Information Sharing 
Platform (TF-ISP), GoAML, dan Politically 
Exposed Person (PEP). Di samping itu, PPATK 
juga terus mengawal proses pembahasan 
dari RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal 
dan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana 
agar bisa segera diimplementasikan demi 
pembangunan infrastruktur hukum serta 
penguatan upaya penegakan hukum di 
Indonesia.

Upaya pencegahan dan 
pemberantasan TPPU  dan TPPT tidak 
dapat dilakukan oleh PPATK sendiri. Begitu 
banyak kontribusi dari Lembaga terkait 
yang membantu dalam menegakkan rezim 
APUPPT di Indonesia. Ucapan terima kasih 
dan apresiasi PPATK sampaikan kepada 
Presiden RI dan Dewan Perwakilan Rakyat 
RI, serta Lembaga yang tergabung dalam 
Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan 
Pemberantasan TPPU, yaitu Kementerian 
Koordinator Bidang Politik Hukum dan 
Keamanan, Kementerian Perekonomian, 
Kementerian Keuangan, Kementerian 
Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, 
Kementerian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia, Kementerian Perdagangan, 

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan 
Menengah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa 
Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian 
RI, Badan Intelijen Negara, Badan Nasional 
Penanggulangan Terorisme, Badan Narkotika 
Nasional, serta segenap pers dan masyarakat  
yang telah mendukung PPATK. 

Dengan bangga, kami sampaikan 
Laporan Tahunan PPATK 2019. Semoga 
segenap kerja dan capaian ini bermanfaat 
bagi bangsa dan negara, sekaligus mendapat 
ridha dari Allah SWT.

Wassalamualaikum wr wb.
Jakarta, 2 Februari 2020

Kiagus Ahmad Badaruddin, 
Kepala PPATK
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Menjadi Lembaga Intelijen 
Keuangan Independen yang 
Berperan Aktif dalam Pencegahan 
dan Pemberantasan Tindak Pidana 
Pencucian Uang dan Pendanaan 

Terorisme

Meningkatkan Nilai Guna 
Hasil Analisis dan Hasil 

Pemeriksaan PPATK.

Meningkatkan Peran dan Dukungan 
dalam Pencegahan dan Pember-
antasan Tindak Pidana Pencucian 
Uang, Pendanaan Terorisme, dan 
Tindak Pidana Lainnya di Indonesia.

Meningkatkan Efektivitas Manajemen 
Internal PPATK.

VISI
MISI
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Integritas

Tanggung Jawab

Profesional

Kerahasiaan

Kemandirian

5 NILAI DASAR PPATK
(INTAN PERMAI)

1

2

4

5

3

Konsistensi dan keteguhan yang tak 
tergoyahkan dalam menjunjung tinggi 
nilai-nilai luhur dan keyakinan

Melakukan sesuatu sebagai perwujudan 
kesadaran akan kewajiban

Mampu menjaga informasi yang secara 
hukum bersifat rahasia, baik untuk 
kepentingan negara maupun lembaga

Mampu mengeluarkan segala potensi 
terbaik secara independent

Melakukan sesuatu secara terampil, 
handal dan sesuai kompetensi terbaik 
untuk mencapai hasil terbaik
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RINGKASAN EKSEKUTIF

Selama  tahun 2019, PPATK telah 
melakukan serangkaian kerja nyata dalam 
mendukung upaya penegakan hukum, 
menjaga integritas sistem keuangan, 
hingga kontribusi aktif dalam forum 
internasional terkait anti-pencucian uang 
dan pencegahan pendanaan terorisme 
(APUPPT). Di awal tahun, Januari 2019, 
PPATK telah menghelat kegiatan Egmont 
Working Group Meetings, yang dihadiri 
380 orang dari 127 negara-negara atau 
yurisdiksi yang menjadi anggota the 
Egmont Group dan 3 international partners 
(Interpol, International Centre for Asset 
Recovery (ICAR), dan Wolfberg Group). 
The Egmont Group merupakan organisasi 
internasional yang memegang peran krusial 
dalam membantu proses pertukaran data 
dan informasi, pengalaman, keahlian, dan 
kontribusi bersama antar yurisdiksi guna 
memperkokoh rezim APUPPT di seluruh 
dunia.

PPATK bersama stakeholders juga 
terus berupaya memperjuangkan Indonesia 
menjadi anggota organisasi internasional 
anti-pencucian uang (Financial Action Task 
Force on Money Laundering/FATF), dimana 
saat ini Indonesia telah mendapatkan 
status sebagai Observer. Upaya menuju 
keanggotaan FATF juga ditandai dengan 
telah dimulainya rangkaian Mutual 
Evaluation Review (MER), yang merupakan 
suatu proses penilaian kepatuhan Indonesia 
terhadap standar internasional APUPPT. 
Hasil penilaian MER akan menentukan 

proses keanggotaan Indonesia di FATF, 
dimana hasilnya akan disampaikan dalam 
Pleno FATF di bulan Oktober 2020 di Paris, 
Perancis.

Dalam konteks penguatan peran 
di dunia internasional terkait dengan 
APUPPT, PPATK menjalin kerja sama yang 
erat guna meningkatkan kapasitas lembaga 
intelijen keuangan Palestina (FIU Palestine) 
yang relatif belum lama terbentuk. Bagi 
PPATK, komitmen memulai kerja APUPPT 
dengan Palestina merupakan bagian 
dari peran aktif PPATK mempromosikan 
semangat penegakan rezim APUPPT ke 
seluruh masyarakat internasional. Di 
samping dengan FIU Palestine, PPATK 
juga mendukung proses keanggotaan FIU 
Timor Leste guna menjadi bagian dari the 
Egmont Group, yang disampaikan dalam 
Egmont Working Group Meetings yang 
diselenggarakan di Jakarta. Bagi Timor 
Leste, bergabung dengan the Egmont 
Group akan bernilai sangat strategis, 
sekaligus memperkuat penegakan rezim 
APUPPT di wilayah kawasan Asia Tenggara. 
Selain itu, PPATK juga memperluas jaringan 
kerja sama dengan FIU Moroko dan FIU 
Kolombia.

Dalam pelaksanaan tugas rutinnya, 
selama tahun 2019, PPATK telah menerima 
63.048 Laporan Transaksi Keuangan 
Mencurigakan (LTKM), 2.590.608 Laporan 
Transaksi Keuangan Tunai (LTKT), 161 
Laporan Pembawaan Uang Tunai (LPUT), 
32.047 Laporan Transaksi Penyedia Barang 

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 dan UU No. 9 Tahun 2013 mengamanatkan PPATK 
mengemban tugas dan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian 
uang (TPPU) dan tindak pidana pendanaan terorisme (TPPT). Dalam menjalankan 
tugas tersebut, PPATK menerapkan prinsip akuntabilitas berupa pembuatan dan 
penyampaian laporan pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang secara berkala setiap 
6 bulan kepada Presiden RI dan Dewan Perwakilan Rakyat RI.
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dan/atau Jasa Lainnya (LTPBJ), 6.737.843 Laporan 
Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan/ke 
Luar Negeri (LTKL), dan 72 Laporan Penundaan 
Transaksi. Keseluruhan laporan transaksi yang 
diterima tersebut dianalisis lebih lanjut dan 
menghasilkan produk PPATK berupa Hasil 
Analisis (HA) dan Hasil Pemeriksazan (HP) yang 
disampaikan kepada penegak hukum. Tercatat, 
selama tahun 2019 PPATK telah menyampaikan 
631 HA dan 23 HP kepada penegak hukum, yang 
terindikasi tindak pidana korupsi, perbankan, 
narkotika, pemilu, kepabeanan, dan berbagai 
tindak pidana lainnya.

Penyampaian HA dan HP dari PPATK 
kepada penegak hukum berkontribusi pada 
terbongkarnya berbagai kasus dengan kerugian 
negara yang bernilai fantastis. Analisis terhadap 
transaksi keuangan mencurigakan yang 
dilakukan PPATK mendorong pengusutan kasus 
penyelundupan benih lobster, dengan kerugian 
negara menyentuh angka Rp164,83 miliar pada 
tahun 2018 dan Rp50,7 miliar hingga Maret 2019. 
Pola transaksi serta informasi terhadap kasus 
ini telah disampaikan kepada Kementerian 
Kelautan dan Perikanan berikut Bareskrim Polri 
untuk investigasi lebih lanjut.

Pemeriksaan	PPATK	juga	mengidentifikasi	
transaksi keuangan mencurigakan dalam 
pembangunan Proyek Jalan Nasional yang 
menghubungkan dua provinsi di wilayah Timur 
Indonesia. Dari total nilai proyek sejumlah 
Rp573.028.662.867,36, hanya terdapat 
Rp112.377.014.349,00 (19,61%) yang dapat 
diidentifikasi	 sebagai	 transaksi	 yang	 terkait	
dengan kegiatan operasional pembangunan 
jalan	 dan	 jembatan.	 Teridentifikasi	 juga	
setidaknya	33	pihak	yang	memiliki	profil	sebagai	
pejabat publik dan penyelenggara negara yang 
menerima aliran dana terkait proyek ini.

Sementara itu, di tahun penyelenggaraan 
Pemilu, PPATK turut berupaya berkontribusi 
dalam mewujudkan Pemilu yang bersih dan 
berintegritas, yang salah satunya ditandai 

dengan penyusunan riset komprehensif 
terkait dana kampanye Pemilu berikut risiko 
yang menyertainya. Riset PPATK antara 
lain menemukan 537 Laporan Transaksi 
Keuangan Mencurigakan (LTKM) dengan 
total nominal Rp802.542.499.179,-, yang 
terutama tersebar di wilayah DKI Jakarta, 
Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Temuan riset 
PPATK pada Maret 2019 juga mendapati 16 
kasus terindikasi politik uang, dan sejumlah 
72 calon anggota legislatif yang berstatus 
dinasti politik maupun dari calon pilkada 
2018 yang tidak terpilih.

Rangkaian success story juga 
berhasil ditorehkan PPATK di tahun 2019. 
Kabar baik pertama datang dari Indonesian 
Financial Intelligence Institute (IFII), yang 
merupakan Pusat Pendidikan dan Pelatihan 
APUPPT	 pertama	 di	 kawasan	 Asia	 Pasifik.	
Di usianya yang baru menginjak tahun 
kedua, IFII telah menorehkan reputasi global 
dengan serangkaian kolaborasi kegiatan 
yang melibatkan negara-negara seperti 
Australia, Amerika Serikat, dan negara di 
wilayah	 Asia	 Pasifik	 lainnya.	 Yang	 terbaru,	
IFII siap memperluas wilayah kerja samanya 
dengan lembaga intelijen keuangan Rusia 
(Rosfinmonitoring) dan The Egmont Centre 
of FIU Excellence and Leadership (ECOFEL). 
PPATK juga berhasil mempertahankan opini 
Wajar Tanpa Pengecualian selama 13 tahun 
berturut-turut, meraih apresiasi dari Komisi 
III DPR RI sebagai lembaga dengan Rencana 
Kerja dan Anggaran terbaik, predikat Menuju 
Informatif Keterbukaan Informasi Publik, 
Pencapaian 100% Stranas Pemberantasan 
Korupsi, serta penilaian Kearsipan dengan 
predikat sangat memuaskan.
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PROFIL PIMPINAN
Kepala PPATK Wakil Kepala PPATK
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Pak Badar, begitu ia akrab dipanggil dilahirkan di Palembang, 
Sumatera Selatan, 29 Maret 1957. Ia menempuh pendidikan 
S1 Ekonomi Manajemen di Universitas Sriwijaya Palembang. 
Gelar Sarjana Ekonomi diraihnya tahun 1986. Pendidikan S2 
ditempuh di University of Illinois at Urbana-Champaign dan 
mendapatkan gelar Master of Science pada tahun 1991.

Perjalanan karir di Kementerian Keuangan dirintis 
sejak tamat SMA tahun 1977, dimulai dari posisi pelaksana 
hingga menduduki berbagai jabatan antara lain sebagai 
Direktur Sistem Perbendaharaan, Direktur Pelaksanaan 
Anggaran, Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan, 
Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara, Sekretaris Jenderal, 
hingga Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan. Pada 
tahun 2003 ia juga pernah diangkat sebagai Kepala Biro 
Perencanaan dan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK). Ia juga pernah menjabat sebagai Komisaris di PT 
Perusahaan Gas Negara Tbk dan juga di PT Bank Negara 
Indonesia Tbk, serta menjadi Dewan Pengawas dari Lembaga 
Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan.

Dian Ediana Rae adalah Doktor Hukum Ekonomi 
dari Universitas Indonesia sekaligus mengisi 
berbagai jabatan karir di Bank Indonesia. 
Gelar doktor diraih dengan predikat cum laude. 
Pendidikan sarjana ia tempuh di Fakultas Hukum 
Universitas Padjajaran, sedangkan Master bidang 
Hukum Bisnis ditempuh di University of Chicago 
Law School.

Sebelum ditetapkan sebagai Wakil Kepala 
PPATK, ia menjabat sebagai Kepala Departemen 
Regional I Bank Indonesia. Dalam pengalaman 
karirnya di Bank Indonesia, ia pernah ditempatkan 
di Direktorat Hukum, Direktorat Peraturan dan 
Pengembangan Perbankan, Deputi Direktur 
Direktorat Internasional, hingga pernah menjabat 
sebagai Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia 
di London, Inggris, serta Kepala Kantor Perwakilan 
Bank Indonesia Wilayah VI yang meliputi Jawa 
Barat dan Banten.
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Indonesia bergabung dengan 
organisasi 

Laundering (APG)
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GABUNG DENGAN APG

Indonesia masuk dalam "blacklist" 
FATF karena dianggap tidak

mendukung agenda anti-pencucian 
uang

2000
BLACKLIST FATF

Indonesia berhasil keluar dari 
"blacklist" FATF

2005
KELUAR DARI BLACKLIST FATF

UU No 9 Tahun 2013  
tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Pendanaan Terorisme 
disahkan

2013
UU TPPT DISAHKAN

UU No 15 Tahun 2002 disahkan, 
PPATK resmi berdiri

2002
PPATK BERDIRI

UU No. 8 Tahun 2010 tentang 
Pencegahan dan Pemberantasan 

TPPU disahkan

2010
UU TPPU DISAHK AN

Indonesia keluar dar
"Greylist" FATF tentang anti-

pendanaan terorism

2015
KELUAR GREYLIST F

PP No 43
Pelapor ber
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Indonesia diberi status 
sebagai observer di FATF

Indonesia keluar dari
F tentang anti-

pendanaan terorisme

2015
AR GREYLIST F ATF

Indeks Persepsi Publik tentang Anti-
Pencucian Uang dan Pencegahan 
Pendanaan Terorisme diluncukan 

pertama kalinya

2016
IPP APU PPT PER TAMA

Perpres No. 117 Tahun 2016 
disahkan yang memuat perluasan 

anggota Komite TPPU (OJK, 
Kementerian Perdagangan, dan 
Kementerian Koperasi dan UKM)

2016
PERLUASAN KOMITE TPPU

PP No 43 Tahun 2015 disahkan, Pihak 
elapor bertambah dengan masuknya 

Pihak Pelapor Profesi

2015
PP PHAK PELAPOR PROFES I

Proses keanggotaan 
Indonesia di FATF dimulai

2017
PROSES FATF

2018

OBSERVER

FATF

FATF

FATF

PROSES MER

ON SITE VISIT

2019

2020

MILESTONE ANTI-PENCUCIAN UANGMILESTONE ANTI-PENCUCIAN UANG
& PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI INDONESIA& PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI INDONESIA

Indonesia Proses MER FATF
Indonesia memulai proses mu-

tual evaluation review FATF

Indonesia Menghadapi
Mutual Evaluation Review

oleh assesor FATF

Grafik	1:
Milestone APU-PPT
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1. PENGUNGKAPAN PERKATA TPPU DAN
      KEJAHATAN KEUANGAN LAINNYA

TPPU dan Kejahatan Transnasional Lainnya

Dalam setahun, aliran dana yang diduga 
digunakan untuk membiayai pengepul membeli 
benih tangkapan nelayan lokal mencapai Rp 
300 miliar hingga Rp 900 miliar. Modus ini 
melibatan sindikat internasional dengan sumber 
dana yang berasal dari luar negeri. Praktik 
penyelundupan ini juga menggunakan sarana 
Perusahaan Valuta Asing (PVA/money changer) 
sebagai perantara transaksi antara sindikat yang 
berada di luar negeri dengan pelaku di Indonesia. 
Modus penyelundupan juga menggunakan 
rekening pihak ketiga, antara lain toko mainan, 
perusahaan/pemilik usaha garmen, dan 
perusahaan ekspor ikan guna menampung dana 
yang berasal dari luar negeri.

Selama tahun 2019, PPATK berperan dalam 
berbagai	pengungkapan	perkara	berikut:

Pada periode tahun 2012 hingga 2016, 
aliran dana dari luar negeri yang diduga terkait 
dengan pembayaran atas pembelian telepon 
seluler mencapai Rp 1,2 triliun. Modus yang 
digunakan antara lain melibatkan jaringan 
penyelundupan ponsel melalui pesisir 

PEMBERANTASAN

a. Penyelundupan benih lobster

b. Penyelundupan telepon seluler

d. Korupsi pembangunan jalan dan 
jembatan

c. Kasus narkotika dan pencucian uang

Sumatera (Batam, Pekanbaru, dan Jambi) 
untuk didistribusikan di kota-kota besar 
di Indonesia, terutama Jakarta. Modus 
penyelundupan ini juga melibatkan penjual/
distributor ponsel di Indonesia, termasuk PVA 
dan penyenggara transfer dana (PTD/money 
remmittance) sebagai sarana pembayaran 
ponsel ke luar negeri. Termasuk, pihak 
yang memiliki peran dalam pengangkutan 
barang selundupan dari luar Indonesia 
masuk ke pesisir Sumatera untuk kemudian 
diteruskan ke Jakarta. Penyelundupan ini 
diduga melibatkan oknum penegak hukum 
dan lembaga terkait lainnya guna kelancaran 
proses penyelundupan.

Modus kasus ini menggunakan PVA 
serta perusahaan yang bergerak di bidang 
penjualan emas. Modus ini dilakukan untuk 
memudahkan transaksi keuangan para 
tersangka. Pengadilan Negeri Jakarta Barat 
telah memutus Lisan Bahar sebagai pelaku 
dengan putusan 3 tahun penjara, denda Rp 50 
juta, menyita 12 mata uang asing, termasuk 
uang sejumlah Rp 3.744.281.357,4 kepada 
negara.

Temuan	dari	kasus	ini	mengidentifikasi	
sejumlah transaksi mencurigakan yang tidak 
sesuai	 dengan	 profil	 dan	 peruntukannya,	
dengan sumber dana untuk pembangunan 
ini berasal dari APBN dan APBD. Dari total 
nilai proyek sebesar Rp 573.028.662.867,36, 
berdasarkan hasil pemeriksaan hanya 
sebesar Rp 112.377.014.349,00 atau 
19,61%	 yang	 dapat	 diidentifikasi	 sebagai	
transaksi yang terkait dengan kegiatan 

Kepala PPATK bersama Kementerian Lembaga menggelar konfrensi pers terkait 
penyelamatan aset tindak kejahatan kepabeaan. (Foto: VM)
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e. Korupsi dan TPPU di sektor sawit dan 
batu bara

h. Perkara terorisme

i. Dugaan TPPU Kepala Daerah

j. Tindak Pidana Korupsi oleh Pejabat di 
Lingkungan BUMN (PERMINYAKAN)

f. Kasus perdagangan satwa liar yang 
dilindungi

g. Kasus perdagangan manusia

operasional pembangunan jalan dan 
jembatan. Sedangkan uang sejumlah Rp 
223.640.478.069,73 diduga tidak terkait 
dengan kegiatan usaha pembangunan 
karena transaksinya dilakukan secara tunai. 

PPATK menelusuri transaksi 
keuangan yang terindikasi korupsi dan 
TPPU di sektor sawit dan batu bara, yang 
melibatkan individu maupun korporasi lintas 
yurisdiksi. Dalam pengungkapan kasusnya, 
PPATK bekerja sama dengan FIU Thailand 
(AMLO) melalui kegiatan Joint Analysis dan 
pertukaran informasi intelijen dengan FIU 
Singapura (STRO)

PPATK	mengidentifikasi	adanya	aliran	
pendanaan terorisme yang diterima oleh 
sejumlah WNI dari pihak di luar negeri yang 
merupakan bagian dari kelompok teroris 
internasional. Dalam pengungkapan kasus 
ini, PPATK melakukan Joint Analysis dengan 
FIU Amerika Serikat (FinCEN) dan pertukaran 
informasi intelijen keuangan dengan 
berbagai FIU yang masih berjalan hingga kini.

PPATK menelusuri transaksi keuangan 
beberapa Kepala Daerah yang diduga 
melakukan	penempatan	dana	yang	signifikan	
dalam bentuk valuta asing dengan nominal 
setara Rp 50 miliar ke rekening kasino di luar 
negeri. Ditemukan juga aktivitas penggunaan 
dana hasil tindak pidana untuk pembelian 
barang mewah dan emas batangan di 
luar negeri. PPATK juga masih menelusuri 
aliran dana TPPU di kasus eks Bupati Kutai 
Kertanegara dan pihak terkait lainnya, baik 
individu maupun korporasi. Dalam kasus ini, 
tindak pidana korupsinya telah berkekuatan 
hukum tetap.

Bahwa diduga terdapat indikasi 
Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan usaha 
pengadaan minyak bumi di Lingkungan 
BUMN (Perminyakan). Berdasarkan hasil 
pemeriksaan diduga 2 (dua) pejabat BUMN 
tersebut menerima dana dari Perusahaan 
multi nasional Pemenang Tender BUMN 
perminyakan. Penerimaan sejumlah uang 
tersebut diduga terjadi karena kedudukan 
dan atau kewenangannya di lingkungan 
BUMN tersebut.

PPATK mengungkap sindikat 
internasional perdagangan satwa liar yang 
dilindungi dengan melibatkan jaringan di 
42 negara. Dalam pengungkapan kasusnya, 
PPATK menjalin Joint Analysis dengan FIU 
Thailand (AMLO) dan pertukaran informasi 
intelijen keuangan dengan sejumlah FIU 
terkait.

Diungkap praktik perdagangan anak 
di bawah umur untuk kegiatan prostitusi 
(child sex exploitation) yang melibatkan 
sindikat kejahatan di 31 negara. PPATK juga 
mengidentifikasi	 penggunaan	 aset	 kripto	
sebagai sarana pembelian video porno yang 
menayangkan aktivitas seksual anak-anak 
di bawah umur oleh sejumlah pihak di luar 
negeri kepada oknum WNI. Penelusuran 
PPATK juga menemukan adanya praktik 
perdagangan manusia dengan tujuan 
beberapa negara di kawasan Timur Tengah.

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
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Bahwa diduga tedapat indikasi tindak pidana 
korupsi yang dilakukan oleh Kepala Daerah 
Tingkat	 II.	 Dugaan	 tersebut	 dapat	 diidentifikasi	
dari aliran dana yang berasal dari pejabat daerah 
atau pegawai di lingkungan Pemerintah Kota 
tersebut baik langsung ke rekening anggota 
keluarga Kepala Daerah tersebut baik langsung

PPATK berkontribusi aktif dalam berbagai satuan 
tugas penegakan hukum di berbagai bidang.  
PPATK aktif berpartisipasi dalam Satgas Sapu 
Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) sejak tahun 
2016 bersama sejumlah Kementerian / Lembaga 
terkait. Saber Pungli adalah sarana efektif dalam 
mengurangi praktik pungutan liar, yang ditandai 
dengan tindak lanjut dari laporan-laporan yang 
masuk, baik melalui layanan SMS, media sosial, 
website, persuratan, email, call centre, hingga 
laporan langsung. Selama periode Januari 
hingga Mei 2019, Saber Pungli menerima 2.068 
laporan melalui SMS, 768 melalui media sosial, 
108 melalui website, 40 melalui surat, 30 lewat 
laporan langsung, dan 7 masing-masing melalui 
email dan call centre.

k. Penelusuran Aliran Keuangan Kepala Daerah di  Luar Negeri

PPATK juga berpartisipasi di Satgas 
Waspada Investasi (SWI) yang diinisiasi 
oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak 
tahun 2018. Total hingga November 2019, 
SWI telah menindak entitas Teknologi 
Finansial	 (Tekfin)	 peer-to-peer lending 
ilegal sebanyak 1.898 entitas. Pada Oktober 
2019, SWI juga memberikan rekomendasi 
penghentian kegiatan kepada beberapa 
entitas penghimpun dana masyarakat 
antara	 lain	PT	 IDR	Nusantara	 (IDRprofit),	PT	
Toek Biru Majapahit (PT TBM), Asia Dinasty, 
dan gaji BOS karena terindikasi melakukan 
money game. Koordinasi 13 lembaga yang 
tergabung dalam SWI terus dibangun guna 
mencegah masyarakat menjadi korban yang 

Pilih KAMI
yang BERSIH!

2. Kontribusi PPATK Dalam Berbagai Satgas

SATGAS
WASPADA
INVESTASI!
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mencurigakan terkait pelaksanaan umrah.
PPATK juga tergabung dalam 

Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan 
Orang (Satgas TPPO) bersama 22 K/L 
terkait. Organisasi Buruh Internasional 
(ILO) melansir bahwa TPPO menjadi salah 
satu bentuk kejahatan yang paling besar 
menghasilkan keuntungan di dunia, dengan 
nilai mencapai USD150,2 miliar per tahun. 
UNODC bahkan menempatkan TPPO sebagai 
kejahatan terbesar ketiga di dunia. PPATK 
telah berkontribusi dalam membantu Aparat 
Penegak Hukum mendeteksi dan melacak 
transaksi keuangan terkait dengan TPPO. 
Kerja nyata tersebut dapat dilihat dalam 
bentuk kerja sama PPATK dengan Penyidik 
Polres Kupang dan Bareskrim Polri dalam 
mengungkap Jaringan Perdagangan Orang 
yang terjadi di Kupang, Nusa Tenggara 
Timur, pada tahun 2017 lalu. Di lingkup 
internasional, PPATK juga turut aktif dalam 
forum Risks, Trends and Methods Group 
(RTMG) di FATF untuk menyusun Joint FATF/
APG Project on Financial Flows from Human 
Trafficking.

dirugikan	 dalam	 praktik	 Tekfin	 ilegal,	 dalam	
bentuk layanan pengaduan Warung Waspada 
Investasi. 

Menyikapi kerugian akibat praktik 
penipuan umrah, PPATK juga tergabung dalam 
Satuan Tugas Pencegahan, Pengawasan, dan 
Penanganan Permasalahan Penyelenggaraan 
Ibadah Umrah yang dipimpin oleh Kementerian 
Agama. Fakta bahwa jemaah umrah Indonesia 
menempati peringkat kedua di dunia setelah 
Pakistan dengan 1.005.802 orang jemaah, serta 
jemaah umrah di Indonesia yang mencapai 1.3 
juta jemaah pada tahun 2019, menjadi  faktor 
pendorong pembentukan Satgas Umrah guna 
membentuk standar minimum pelayanan peserta 
ibadah umrah di Indonesia. Dalam Satgas ini, 
PPATK berperan dalam mendukung penegakan 
hukum biro perjalanan umrah yang bermasalah, 
dalam bentuk penelusuran transaksi keuangan 
mencurigakan, seperti dalam kasus First Travel. 
PPATK juga mengeluarkan Surat Edaran Kepala 
PPATK No. 1 Tahun 2019 tentang Indikator 
Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Biro/
Agen Perjalanan Ibadah Umrah kepada Penyedia 
Jasa Keuangan (PJK) sebagai panduan bagi PJK 
untuk	 mengidentifikasi	 transaksi	 keuangan	



6 LAPORAN AKHIR TAHUN 2019PPATK

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

negeri maupun FIU negara lain. MLA yang 
dimintakan kepada PPATK antara lain berasal 
dari Divisi Hubungan Internasional Polri 
sebanyak 12 permintaan dan 1 permintaan 
dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia. Sementara itu, permintaan dari luar 
negeri juga pernah diterima PPATK, antara 
lain dari Austria pada tahun 2017, Jepang 
pada tahun 2018, dan Argentina pada tahun 
2019.

Ketentuan UU TPPU mengatur kerja sama 
pertukaran informasi berupa permintaan, 
pemberian, dan penerimaan informasi PPATK 
dengan pihak lain, baik dalam lingkup nasional 
maupun lingkup internasional. 

Pertukaran informasi di lingkup 
internasional lazim dilakukan dengan lembaga 
intelijen keuangan (financial intelligence 
unit) negara lain, yang diatur dalam standar 
operasional prosedur yang dikelola oleh PPATK.

Sepanjang tahun 2019, telah dilakukan 
sejumlah pertukaran informasi dengan FIU 
negara lain, dengan rincian Request Incoming 
mencapai 103 permintaan, Spontaneous 
Incoming sebanyak 124 permintaan, Request 
Outgoing sebanyak 26 permintaan, dan 
Spontaneous Outgoing sebanyak 71 permintaan. 
PPATK juga menerima permintaan Mutual Legal 
Assistance (MLA), baik untuk instansi di dalam 

3. Pertukaran Informasi Antar FIU & Permintaan Mutual Legal
      Assistance (MLA)

Foto bersama anggota FIU dunia di acara egmount group meeting yang diadakan di indonesia. (Foto: VM)
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1. Hasil Analisis dan Hasil Pemeriksaan PPATK
Pada periode Januari sampai dengan Desember 
2019, PPATK telah menyampaikan 631 Hasil 
Analisis (HA) dan 564 Informasi. HA didominasi 
oleh indikasi tindak pidana korupsi sebanyak 
251 HA, dilanjutkan 113 HA terindikasi kejahatan 
perpajakan, dan 57 HA terkait penipuan. 
Sejumlah 54 HA juga telah disampaikan terkait 
dengan pendanaan terorisme, di luar HA 
yang terkait dengan narkotika, penggelapan, 
kejahatan cukai, dan lainnya. Keseluruhan HA 
tersebut telah disampaikan kepada penyidik, 
baik kepada Kepolisian, Kejaksaan, Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika 
Nasional (BNN), Direktorat Jenderal Pajak, dan 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. HA yang 
telah disampaikan ke penyidik tersebut terdiri 
dari 195 HA proaktif (atas inisiatif PPATK) dan 
436 HA reaktif (atas permintaan penyidik) yang 
berindikasi TPPU dan/atau tindak pidana asal 
yang telah disampaikan kepada penyidik.

PPATK juga memiliki fungsi pemeriksaan 
terhadap transaksi keuangan yang berindikasi 
tindak pidana pencucian uang. Di tahun 2019, 
pemeriksaan difokuskan pada wilayah berisiko 
tinggi dan dengan indikasi tindak pidana 

berisiko tinggi TPPU, antara lain narkotika, 
korupsi, pengelolaan dan penerimaan keuangan 
negara (pajak, cukai, kepabeanan), sumber daya 
alam, kejahatan perbankan, pengejaran aset 
hasil tindak pidana, dan tindak pidana pemilu. 
Pemilihan fokus tersebut merupakan bentuk 
tindak lanjut penilaian nasional risiko TPPU di 
Indonesia serta Strategi Nasional Pencegahan 
dan Pemberantasan TPPU tahun 2017–2019. 
Selama Januari sd Desember 2019, jumlah 
Informasi Hasil Pemeriksaan/Laporan Hasil 
Pemeriksaan (IHP/LHP) sebanyak 24 laporan atau 
informasi. Semuanya telah disampaikan  kepada 
aparat penegak hukum yang terdiri  atas KPK 
(11), Polri (9), Kejaksaan Agung RI (2), Direktorat 
Jenderal Bea dan Cukai (1), dan BNN (1).  Ke 
24 pihak terlapor dimaksud antara  berprofesi 
sebagai kepala daerah, pegawai  negeri sipil 
(PNS) dan pengusaha (pihak swasta), korporasi, 
Pegawai Bank, Proyek Strategis Nasional, Badan 
Usaha Milik Negara.

Rincian indikasi Tindak Pidana Pencucian 
Uang dan Tindak Pidana Lain atas 24 HP yang 
telah dihasilkan selama tahun 2019, sebagai 
berikut:

Tabel 1
Rincian indikasi Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak 
Pidana Lain atas 24 HP yang telah dihasilkan selama tahun 

2019,

Pencegahan TPPU & TPPT
OPTIMALISASI
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2. National Risk Assessment sebagai Upaya Pencegahan dan 
Pemberantasan TPPU dan TPPT

Di tahun 2019, Komite Koordinasi Nasional 
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak 
Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU) 
menetapkan untuk melakukan pengkinian 
terhadap NRA. Di forum yang diketuai oleh 
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum 
dan Keamanan saat itu, Wiranto, disepakati 
bahwa perlu untuk melihat sejauh mana 
relevansi NRA di tahun 2015 dengan kondisi 
saat ini. Pengkinian NRA juga diperlukan 
guna keperluan Indonesia menghadapi 
Mutual Evaluation Review (MER) sekaligus 
dalam proses menuju keanggotaan FATF.

Pengkinian NRA TPPU merupakan 
dokumen bentuk konsolidasi dari penilaian 
risiko nasional Indonesia terhadap TPPU 
tahun 2015 hingga tahun 2018, sekaligus 
mitigasi serta aksi prioritas dalam rangka 

menurunkan tindak pidana asal yang berisiko 
tinggi. Sedangkan pengkinian NRA TPPT secara 
substansi berisikan dokumen konsolidasi atas 
seluruh hasil penilaian risiko nasional terhadap 
pendanaan terorisme selama periode 2015-
2018 dengan fokus pemetaan terhadap modus, 
profil,	produk/instrumen	transaksi,	dan	wilayah.	
Pengkinian NRA TPPU merekomendasikan 
aksi prioritas yaitu. Sementara pengkinian 
NRA TPPT merekomendasikan sejumlah upaya 
pencegahan dan pemberantasan TPPT melalui 
penguatan koordinasi, kerjasama dan sinergitas 
dengan para pemangku kepentingan domestik 
(Kementerian/Lembaga, Lembaga Penegak 
Hukum, Lembaga Pengawas dan Pengatur, dan 
Pihak Pelapor) serta pihak internasional baik 
formal dan informal.

Grafik	2
NRA TPPT

Grafik	3
NRA TPPU
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3. Kontribusi PPATK dalam Meningkatkan
Penerimaan Negara

PPATK berkomitmen untuk memberi 
dukugan penuh atas setiap kebijakan 
pemerintah dalam mengoptimalkan 
penerimaan negara dari sektor perpajakan. 
Selama kurun waktu tahun 2013 hingga 11 
Desember 2019, PPATK telah membantu 
penerimaan negara dari sektor pajak sebesar 
Rp.5.029.514.421.215,-yang berasal dari 
tindak lanjut dari 296 Hasil Analisis. Hasil 
Pemeriksaan, dan Informasi PPATK yang 
disampaikan kepada Direktorat Jenderal 
Pajak Kementerian Keuangan RI.

Di luar hal tersebut, terdapat juga 
potensi penerimaan pajak yang belum 

dibayar sebesar Rp.30.997.085.705,- PPATK 
juga berkontribusi atas penerimaan negara 
bukan pajak atas proses penegakan hukum 
tindak pidana di bidang perpajakan sebesar 
Rp.470.919.880.783,-

Hasil Pemeriksaan (HP) PPATK juga 
mendukung proses penegakan hukum dan 
penerimaan negara bukan pajak. HP PPATK telah 
berkontribusi sejumlah Rp1.450.000.000 yang 
berasal dari denda, dan Rp548 miliar dari uang 
pengganti serta penyitaan puluhan aset berupa 
valas, tanah, perhiasan, bangunan, rumah 
kantor, apartemen, uang tunai, dan lainnya

Yang Baru dari NRA TPPU
Risiko Tindak 
Pidana Asal 

Tertinggi

• Narkotika, Korupsi, Perbankan, 
Kehutanan, Pasar Modal

• Di tahun 2016 hingga 2018 terdapat 159 
putusan dengan nilai hasil kejahatan 
sebesar Rp10.397 triliun

• Dari jumlah tersebut, sebesar Rp8.482 
triliun (81,58%) berasal dari hasil kejahatan 
Narkotika, Korupsi, dan Perbankan

• Periode 2016 hingga 2018, Indonesia berhasil 
mengungkap kasus TPPU berskala internasional 
yang terkait narkotika, korupsi, dan perbankan

• Terungkap juga kasus foreign risk sekaligus stand 
alone money laundering, kasus pemidanaan 
korporasi, kasus kepabeanan, dan kasus 
proliferasi.

• Pencegahan TPPU melalui penguatan 
pengawasan berbasis risiko

• Penguatan koordinasi domestik
• Kerja sama internasional baik formal 

maupun informal
• Optimalisasi penanganan perkara TPPU

Aspek Hasil 
Kejahatan

Pengungkapan 
Kasus TPPU

Rekomendasi

Grafik	3
NRA TPPU
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terhadap korupsi baik melalui penggelapan 
atau penyuapan.

Orang-orang yang berpengaruh secara 
politis memiliki akses untuk melakukan 
skema pencucian uang yang rumit, yang 
dirancang untuk menyembunyikan asal-usul 
dana hasil kejahatannya dan melibatkan 
pergerakan dana melintasi berbagai 
yurisdiksi di dalam maupun di luar kawasan 
ASEAN. Seringkali skema ini dibantu oleh 
pihak yang memfasilitasinya, yang dikenal 
dengan Professional Money Launderer, 
dengan menggunakan bank yang tidak 
memiliki pengetahuan memadai terhadap 
dana yang bersumber dari hasil korupsi 
tersebut.

Riset ini merekomendasikan 
serangkaian aksi prioritas, antara lain 
perluasan pertukaran informasi, khususnya 
terkait dengan PEP, pengembangan riset 
lebih lanjut dengan salah satu topiknya 
menentukan indikator red flag pencucian 
uang yang berasal dari hasil korupsi, 
memperluas ruang lingkup program 
pertukaran analis lembaga intelijen 
keuangan dengan mengangkat tema korupsi 
transnasional, hingga menjadikan tema 
korupsi transnasional sebagai salah satu 
kurikulum yang dimuat dalam program 
pelatihan yang melibatkan personel lembaga 
intelijen keuangan dan penegak hukum.

Penguatan komitmen antikorupsi di regional Asia 
Tenggara, Australia, dan Selandia Baru menguat. 
Hal itu dibuktikan dengan diluncurkannya 
dokumen Regional Threat Assessment: 
Transnational Laundering of Corruption Proceeds, 
yang berhasil memetakan aliran dana kejahatan 
pencucian uang yang berasal dari hasil korupsi. 
Terselesaikannya dokumen asesmen ini tidak 
lepas dari kolaborasi yang baik antara PPATK 
dengan lembaga intelijen keuangan Australia 
(AUSTRAC), Brunei Darussalam (AMBD), Filipina 
(AMLC), Malaysia (UPW-BNM), Selandia Baru 
(NZFIU), Singapura (STRO), dan Thailand (AMLO).

Ruang lingkup asesmen meliputi aliran 
dana pencucian yang berasal dari hasil korupsi, 
yang mengalir di dalam regional, keluar regional, 
maupun menuju regional. Metodologi penelitian 
menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif 
sekaligus, dengan data yang bersumber dari 
informasi intelijen, proses penegakan hukum 
(penyidikan, penuntutan, dan vonis), dan 
sumber-sumber relevan lainnya.

Temuan asesmen menemukan 136 negara 
di dunia terkait dengan aliran dana pencucian 
uang hasil korupsi, baik dananya berasal dari 
regional Asia Tenggara, Australia, dan Selandia 
Baru, maupun sebaliknya, dana haram tersebut 
yang memasuki kawasan ini. Temuan asesmen 
juga menunjukkan Politically Exposed Persons 
(PEP) di ASEAN dengan pengaruhnya di sektor 
sumber daya alam di negara masing-masing, 
ditemukan memiliki kerentanan tertinggi 

4. Peluncuran Regional Threat Assessment :
Transnational Laundering of Corruption Proceeds
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5. Penyusunan Sectoral Risk Assessment 
      bagi PBJ dan Profesi

Rekomendasi No. 1 FATF Tahun 2012 
mengharuskan setiap negara untuk 
mengidentifikasi,	 menganalisis	 dan	
mengevaluasi risiko tindak pidana pencucian 
uang dan tindak pidana pendanaan 
terorisme atas negara tersebut, mengambil 
tindakan serta memutuskan otoritas yang 
akan mengkoordinasikan kegiatan penilaian 
atas risiko dan pendayagunaan sumber daya 
yang bertujuan untuk memastikan bahwa 
risiko yang ada telah dimitigasi dengan 
efektif.

Tahun 2015 Indonesia telah 
menyelesaikan penyusunan National Risk 
Assessment (NRA) dan telah dilakukan 
pembaharuan pada bulan Juni 2019 
yang merupakan penilaian risiko Tindak 
Pidana Pencucian Uang dan Tindak 
Pidana Pendanaan Terorisme di Indonesia. 
Selanjutnya sebagai turunan NRA, masing-
masing Lembaga Pengawas Pengatur (LPP) 

wajib menyusun penilian risiko sectoral melalui 
Sectoral Risk Assessment (SRA) yang diharapkan 
menghasilkan penilaian risiko terhadap masing-
masing sektor pihak pelapor. Adapun pada 
tahun 2019 PPATK telah menyusun SRA terhadap 
Penyedia Barang dan/atau Jasa lainnya dan 
profesi.

SRA tersebut bertujuan untuk 
mengidentifikasi	 dan	 menganalisis	 berbagai	
sumber ancaman, kerentanan dan dampak 
pencucian uang yang telah dilakukan dan 
berpotensi dilakukan oleh pelaku TPPU melalui 
sektor PBJ dan profesi. SRA tersebut juga 
diharapkan dapat digunakan untuk menganalisis 
tingkat risiko serta menjadi pedoman terkait 
risiko TPPU yang relevan dalam proses 
pengawasan melalui risk-based approach dan 
penyusunan Individual Risk Assesment.
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6. Pelaksanaan Pengawasan Kepatuhan Anti Pencucian Uang dan
        Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT) terhadap 4 Bank Besar

7. Menyongsong Partisipasi Tekfin 
     dan Aset Kripto sebagai Pihak Pelapor

Dalam rangka optimalisasi pencegahan 
TPPU dan TPPT, pada tahun 2019 
dilaksanakan kegiatan audit khusus 
terhadap salah satu industri PJK yang 
berisiko tinggi yaitu industri Perbankan. 
Audit khusus tersebut dilaksanakan melalui 
mekanisme joint audit dengan Otoritas 
Jasa Keuangan (OJK) antara lain terhadap 
4 (empat) bank besar di Indonesia. Kegiatan 
pengawasan ini dilakukan dalam rangka 
memastikan kepatuhan penerapan program 
Anti Pencucian Uang dan Pencegahan 
Pendanaan Terorisme pada 4 (empat) bank 
besar tersebut.

Perkembangan teknologi pada sektor jasa 
keuangan	 atau	 teknologi	 finansial	 (Tekfin)	
menuntut PPATK sebagai focal point dalam 
pencegahan dan pemberantasan tindak 
pidana pencucian uang dan pendanaan 
terorisme untuk memiliki kemampuan yang 
memiliki kewenangan untuk memberikan 
rekomendasi ke Pemerintah dalam rangka 
mitigasi	 risiko	 penyalahgunaan	 Tekfin	
melalui kewajiban penerapan prinsip 
mengenali pengguna jasa dan kewajiban 
pelaporan ke PPATK oleh penyelenggara 
Tekfin.	 Saat	 ini,	 terdapat	 2	 Tekfin	 yang	
berbasis platform yang telah berkembang 
cukup pesat di Indonesia dan berpotensi 
disalahgunakan sebaga media pencucian 
uang dan pendanaan terorisme, yaitu 
Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis 
Teknologi Informasi (peer-to-peer lending) 
dan Layanan Urun Dana Melalui Penawaran 
Saham Berbasis Teknologi Informasi (equity 

crowdfunding). 
Berdasarkan telaahan PPATK, kedua 

Tekfin	 berbasis	 platform	 tersebut	 di	 atas	
tidak termasuk dalam kategori pihak pelapor 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang 
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 
Pencucian Uang (UU TPPU) dan Pasal 2 Peraturan 
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak 
Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan 
Tindak Pidana Pencucian Uang. Sehubungan 
dengan hal tersebut, maka pada bulan Mei 
2019, PPATK telah melakukan pembahasan 
initial	 draft	 Rancangan	 Peraturan	 Pemerintah	
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor 
Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak 
Pidana Pencucian Uang dengan melibatkan Bank 
Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian 
Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan, 
serta	 asosiasi	 penyelenggara	 Tefin,	 dan	 telah	
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mengajukan permohonan izin prakarsa atas 
penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah 
dimaksud kepada Sekretariat Negara. 
Rancangan Peraturan Pemerintah tersebut di 
atas mengusulkan agar yaitu Layanan Pinjam 
Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi 
(peer-to-peer lending) dan Layanan Urun Dana 
Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi 
Informasi (equity crowdfunding) menjadi pihak 
pelapor yang memiliki kewajiban penerapan 
prinsip mengenali pengguna jasa dan kewajiban 
pelaporan ke PPATK. PPATK meyakini bahwa 
ketantuan baru ini dapat melindungi integritas 
sektor Keuangan di Indonesia khususnya yang 
berbasis teknologi. PPATK berharap Rancangan 
Peraturan Pemerintah dimaksud dapat dibahas 
dan disahkan pada tahun 2020.

Mengingat bahwa Industri 
Perdagangan Berjangka Aset Kripto 
merupakan kategori Penyedia Jasa Keuangan 
baru di Indonesia yang memiliki potensi 
disalahgunakan sebagai sarana pencucian 
uang dan pendanaan terorisme PPATK 
bersama Badan Pengawas Perdagangan 
Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) Kementerian 
Perdagangan RI menginisiasi penyusunan 
Dokumen Sectoral Risk Assessment (SRA) 
di Sektor Industri Perdagangan Berjangka 
Aset Kripto. Kehadiran dokumen SRA ini 
diharapkan dapat menjadi dasar penyusunan 
kebijakan strategis dalam pencegahan 
dan pemberantasan pencucian uang dan 
pendanaan terosime di sektor Perdagangan 
Berjangka Aset Kripto.
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1. Pelaksanaan Pendidikan & Pelatihan
 SDM di Bidang APUPPT

PPATK melalui Indonesian Financial 
Intelligence Institute (IFII) berkomitmen untuk 
mendukung program pemerintah dalam 
membangun SDM yang unggul, khususnya 
di bidang APU/PPT. Di tahun 2019, IFII telah 
menyelenggarakan sejumlah pendidikan dan 
pelatihan kepada personel internal PPATK, 
Pihak Pelapor, Aparat Penegak Hukum, 
hingga Mahasiswa.

Berbagai jenis pelatihan yang telah 
diselenggarakan IFII di tahun 2019 antara 
lain dengan tema Financial Intelligence 
Analyst Course, Asset Recovery, Hukum 
Pidana Formil dan Materiil, Intelijen 
Keuangan Dasar, Pelaporan Transaksi 
Keuangan bagi Perusahaan Perdagangan 
Berjangka dan Komoditi, Teknik dan Praktik 
Intelijen, Criminal Justice System dalam 
Penanganan TPPU, Pelaporan Transaksi 
Keuangan bagi Bank Pembangunan 

Daerah, Kerja Sama Internasional dalam 
Kerangka Penanganan TPPU, dan Pelaporan 
Transaksi Keuangan bagi Balai Lelang.

yang Kapabel dan Berintegritas
MEMBENTUK SDM APUPPT
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2. Selamat Berkontribusi, Pejuang Baru APUPPT!

Tahun 2019 PPATK diperkuat dengan personel 
baru sejumlah 66 orang yang direkrut melalui 
pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil 
(CPNS) tahun anggaran 2018, yang prosesnya 
dilaksanakan sejak September hingga Desember 
2018. Perekrutan CPNS di lingkungan PPATK 
terbagi menjadi dua jenis formasi besar, yakni 
Formasi Umum dan Formasi Sekolah Kedinasan 
Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN). Lokasi 
penempatan dari seluruh formasi yang dibuka 
tersebut akan berada di kantor pusat PPATK di 
Jakarta dan Indonesian Financial Intelligence 
Institute (IFII) di Depok, Jawa Barat. 

Untuk formasi umum, rekrutmen diawali 
dengan tahap Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) 
berbasis komputer (Computer Assisted Test/CAT), 
yang dilaksanakan di 3 daerah yakni Jakarta, 
Surabaya, dan Makassar. Dari seleksi ini tersaring 
101 peserta yang berhak mengikuti tahapan 
berikutnya, yaitu Seleksi Kompetensi Bidang 
(SKB) yang dilaksanakan di Indonesian Financial 
Intelligence Institute (IFII). Di tahap ini, terdapat 3 
jenis tahapan tes yang harus dilalui, antara lain 
tes kompetensi bidang, tes potensi akademik & 
tes kemampuan Bahasa Inggris, serta Interview 
User. Dari tahap ini terpilihlah 50 CPNS yang 
berhak menjadi punggawa baru PPATK yang 
tersebar di 19 formasi yang telah dibuka. 
Sedangkan untuk Formasi STAN, didapatkan 16 

CPNS yang tersebar di 4 formasi.
Rangkaian kegiatan yang harus dilalui 

oleh para pejuang baru Anti-Pencucian Uang 
dan Pencegahan Pendanaan Terorisme 
(APUPPT) tersebut dimulai dengan 
Pembekalan Dasar, yang dilanjutkan dengan 
Pelatihan Mental Fisik Disiplin di Pusat 
Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus 
(Pusdikpassus), Batujajar, Bandung. Di 
tempat yang menjadi kawah candradimuka 
pembentukan pasukan khusus TNI inilah, 
para pejuang baru APUPPT mendapatkan 
serangkaian materi guna pembentukan 
mental disiplin, sekaligus kecintaan terhadap 
Tanah Air tanpa syarat. Selanjutnya, para 
pejuang baru APUPPT tersebut menempuh 
Pendidikan Dasar (Latsar) yang berguna 
untuk memberikan bekal terkait nila-nilai 
ideal ASN berikut implementasinya dalam 
melaksanakan pekerjaan riil. Di Latsar, para 
pejuang APUPPT ini dituntut menciptakan 
terobosan yang dapat memacu pekerjaan 
menjadi kian produktif. Rangkaian kegiatan 
ini diharapkan membentuk karakter pejuang 
APUPPT yang prima, tangguh, serta mampu 
menjadi perekat dan pemersatu bangsa.

Tantangan sudah membentang bagi 
para pejuang baru APUPPT, mengingat 
dinamika perkembangan tindak pidana 
pencucian uang (TPPU) dan tindak pidana 
pendanaan terorisme (TPPT) bergerak 
semakin kompleks. Kerja-kerja nyata 
dan produktif sangat dibutuhkan guna 
memperkuat peran PPATK sekaligus 
memperkokoh rezim APUPPT di negeri 
ini. Semoga kehadiran para pejuang baru 
APUPPT ini dapat memberi kemajuan 
yang nyata bagi PPATK pada khususnya, 
dan Indonesia pada umumnya. Selamat 
bertugas!

Pelamar CPNS PPATK menunjukan kartu tanda peserta seleksi CPNS PPATK. 
(Foto: VM)

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
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3. Kontribusi Menghadirkan Penyelenggara Negara Berintegritas

4. Sharing Knowledge APUPPT dengan Akademisi dan 
Mahasiswa

Guna mendukung terpilihnya sosok-
sosok calon penyelenggara negara yang 
berkualitas sekaligus berintegritas, 

Tidak bisa dipungkiri bahwa mahasiswa 
dan akademisi menjadi pihak yang kurang 
tersentuh dalam dinamika rezim APUPPT di 
Indonesia. Karena itulah, PPATK memulai 
untuk memberi perhatian lebih dengan 
memberikan sejumlah sosialisasi maupun 
sharing knowledge kepada berbagai sekolah 
dan perguruan tinggi di Indonesia. Kegiatan 
ini telah dilaksanakan PPATK antara lain 
kepada siswa SMK Negeri 1 Bakauheni, STIE 
Ekuitas Bandung, Universitas Parahyangan, 
Universitas Janabadra, STIE Sutaatmadja, 
Universitas Muhammadiyah Bengkulu, 
Universitas Bina Nusantara, Universitas 
Indonesia, UIN Sunan Gunung Djati, dan 
lainnya.

secara rutin PPATK melaksanakan fungsi fit 
and proper guna menyeleksi kandidat yang 
akan menempati pos penting di berbagai 
Kementerian/Lembaga, termasuk BUMN. Peran 
PPATK dalam proses ini tercantum dalam 
Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 
2012 tentang Peningkatan Pengawasan dalam 
Rangka Mewujudkan Aparatur Negara yang 
Berintegritas, Akuntabel, dan Transparan. 

Periode tahun 2019 ini, PPATK telah 
menyampaikan informasi untuk fit and proper 
test sebanyak 59 inquiry dari berbagai 
lembaga. Peran PPATK dalam proses ini 
menunjukkan bahwa PPATK mendukung 
terjaganya integritas penyelenggara negara 
sejak awal prosesnya, sekaligus bukti kerja 
nyata PPATK dalam melaksanakan fungsi 
pencegahan tindak pidana pencucian uang.

Foto bersama Pimpinan PPATK bersama peserta sosialisasi APUPPT, dan antu-
sias para peserta di sesi tanya jawab. (Foto: DB)
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5. Membentuk Generasi Anti Pencucian Uang

Selain dalam bentuk Sosialisasi dan Sharing 
Knowledge, PPATK juga menyelenggarakan 
Festival Kreatif guna menghasilkan Generasi 
Anti-Pencucian Uang. Festival ini menyasar 
kepada kalangan umur pelajar dan mahasiswa, 
yang dituangkan dalam berbagai karya seperti 
maskot,	 film	 pendek,	 dan	 poster.	 Kegiatan	 ini	
mendapat animo positif, dibuktikan dengan 
melimpahnya karya yang diterima oleh 
PPATK. Berbagai karya kreatif dari Generasi 
Anti-Pencucian Uang ini secara nyata telah 
berkontribusi dalam memperkaya konten 
kampanye dan edukasi APUPPT yang biasa 
dilakukan PPATK kepada publik.

Kepala PPATK (foto atas memakai jas) memberi selamat kepada pemenang 
sayembara maskot PPATK, Wakil Kepala PPATK menyerahkan simbolis 
pemenang juara 1 lomba film pendek generasi anti pencucian uang, serta 
Pimpinan PPATK menyerahkan simbolis kepada para pemenang lomba generasi 
anti pencucian uang. (Foto : DB)
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1. Tuan Rumah Kegiatan Internasional terkait APUPPT

Kiprah PPATK dalam hubungan internasional, 
khususnya terkait APUPPT makin diakui. 
Hal itu salah satunya dibuktikan dengan 
dipercayanya Indonesia menjadi tuan 
rumah berbagai kegiatan strategis terkait 
APUPPT yang bersifat multiyurisdiksi. Yang 
paling pertama adalah kesuksesan dalam 
penyelenggaraan the 26th Egmont Group 
Meeting yang diselenggarakan di Jakarta, 
pada Januari 2019. Pertemuan tahunan 
yang dikenal dengan Egmont Working Group 
Meetings ini diselenggarakan tanggal 28-31 
Januari 2019 di Jakarta, dan dihadiri lebih 
dari 380 peserta perwakilan lembaga intelijen 
keuangan yang merupakan anggota dari 
Egmont Group. Hajatan besar di awal tahun 
ini juga dihadiri oleh observers dari beberapa 
yuridiksi dan organisasi internasioanal 
seperti Kantor PBB Urusan Narkoba dan 
Kejahatan (UNODC), Financial Action Task 
Force on Money Laundering (FATF), Interpol, 
Wolfsberg Group, Europol, dan European 
Commision. Forum pertemuan strategis ini 

di Kancah Internasional APUPPT
KIPRAH 

sekaligus untuk memperkuat sinergi antar FIU 
dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU 
dan TPPT di seluruh dunia.

PPATK juga menyelenggarakan 
Workshop	 dengan	 tema	 Asia/Pacific	 Group	
on Human Trafficking and People Smuggling 
Workshop, yang merupakan kerja sama PPATK 
dengan organisasi regional anti-pencucian 
uang (APG) dan FIU Australia (AUSTRAC). 
Workshop ini bertujuan untuk membahas peran 
FIU dalam mengatasi persoalan perdagangan 
orang dan penyelundupan manusia, khususnya 
di	 kawasan	 regional	 Asia	 Pasifik.	 Forum	
ini juga mengkaji opsi penggunaan skema 
public-private-civil society partnership guna 
menggalang aksi bersama mengatasi praktik 
perdagangan orang dan penyelundupan 
manusia. Kegiatan ini dihadiri peserta dari 
berbagai negara di kawasan ASEAN, Australia, 
Amerika Serikat, dan Kanada.

Di bulan Agustus 2019, PPATK juga 
menyelenggarakan	 Asia/Pacific	 Group	 on	
Money Laundering (APG) Assessor Training di 

Kepala PPATK menerima penghargaan dari FIU mancanegara karena indonesia 
telah berhasil menjadi tuan rumah Egmount Group Meeting 2019 . (Foto: VM)
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Bogor, Jawa Barat. Kegiatan ini bertujuan untuk 
mengenalkan metodologi Mutual Evaluations 
Review (MER) yang baru, dengan mengacu 
pada 40 Recommendations FATF. Training ini 
diikuti oleh peserta yang merupakan calon 
asesor dari 20 negara yang meliputi Amerika 
Serikat, Australia, Bangladesh, Fiji, Filipina, 
Hong Kong, Jepang, Jerman, Korea Selatan, 

Pencucian uang di era modern ini merupakan 
kejahatan transnasional yang kompleks dan 
terorganisir secara global. Penguatan rezim anti 
pencucian uang dan pencegahan pendanaan 
terorisme (APU PPT) tidak hanya cukup untuk 
dilakukan dalam lingkup domestik. Namun, 
penguatan harus dilakukan dalam lingkup 
regional maupun internasional. PPATK sebagai 
Financial Intelligence Unit (FIU) negara Indonesia 
memiliki komitmen kuat dalam memperkuat 
rezim APU PPT nasional sekaligus turut 
berpartisipasi aktif meningkatkan kepatuhan 
negara didunia khususnya negara terhadap 
rekomendasi dan standar APU PPT internasional. 

Kuwait, Maladewa, Malaysia, Nepal, Oman, 
Singapura, Sri Lanka, Taiwan, Thailand, dan 
Tiongkok. Kegiatan sejenis juga dilakukan 
PPATK pada September 2019 di Bandung, 
Jawa Barat, dengan kegiatan yang dinamai 
Joint FATF/APG Assessor Training.

Pada tahun 2019, PPATK telah 
melaksanakan dua kali asistensi kepada Anti 
Money	Laundering	Intelligence	Office	(AMLIO)	
Negara Laos dan Financial Intelligence Unit 
Timor Leste (UIF-Timor Leste) sebagai bentuk 
keseriusan PPATK yang telah mengajukan 
diri sebagai sponsor untuk negara-negara 
tersebut dalam upaya menjadi anggota 
resmi organisasi perkumpulan intelijen 
keuangan sedunia the Egmont Group. 
Hal ini sejalan dengan salah satu prioritas 
program Indonesia yang terpilih sebagai 
Regional	 Representative	 (RR)	 Asia	 Pasific	
pada the Egmont Group yaitu mempercepat 

2. Partisipasi Aktif di Kegiatan Internasional APUPPT

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
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3. Menuju Anggota Penuh FATF

keanggotaan bagi negara kandidat yang 
berada	dikawasan	Asia	Pasifik	untuk	menjadi	
anggota. Asistensi yang diberikan meliputi 
bantuan dan dukungan teknis berupa 
konsultasi permasalahan dan hambatan, 
reviu aspek legal dan operasional, serta 
penyusunan rencana aksi sekaligus timeline 
masing-masing negara tersebut dalam 
memperkuat rezim APU PPT nya untuk 
dapat memenuhi standar anggota resmi the 
Egmont Group.

Peran aktif PPATK tidak hanya dalam 
kancah regional, melainkan juga dalam 
lingkup internasional. Pada bulan Desember 
2019 PPATK secara resmi diundang oleh 
Financial Monitoring Unit (FMU) Negara 
Pakistan untuk dapat memberikan bantuan 
teknis peningkatan capaian 27 rencana aksi 
Financial Action Task Force (FATF) dalam 
upaya	 Pakistan	 untuk	 keluar	 dari	 daftar	

Upaya pengajuan Indonesia menjadi 
anggota FATF telah dimulai sejak tahun 
2017, yang ditandai dengan dijalaninya 
proses Mutual Evaluation Review (MER) 
oleh asesor dari organisasi regional Asia/
Pacific	Groups	 on	Money	 Laundering	 (APG).	
MER merupakan mekanisme penilaian 
kepatuhan rezim APUPPT Indonesia 
terhadap 40 Recommendations FATF. 
Proses penilaian MER berlangsung selama 
periode bulan Agustus 2017 hingga Mei 2018, 
yang bermuara pada diraihnya predikat 
memuaskan (satisfactory) dalam pertemuan 
tahunan APG di Nepal, Juli 2018. Dalam 
pertemuan tersebut, Indonesia memperoleh 
rating penilaian MER terbaik di kawasan 
setelah Makau.

Predikat memuaskan di MER, disertai 
dengan kunjungan tingkat tinggi (high-level 
visit) oleh Presiden FATF beserta jajaran 

abu-abu FATF. Indonesia dalam hal ini PPATK, 
dipercaya untuk memberikan bimbingan, 
saran dan masukan terhadap seluruh instansi 
pemangku kepentingan Pemerintah Pakistan 
terkait penguatan rezim APU PPT nasionalnya. 
Hal ini tidak terlepas dari pencapaian sukses 
Indonesia untuk keluar dari kondisi serupa pada 
tahun 2012-2015 dan keberhasilan Indonesia 
dalam Mutual Evaluation Review APG 2018. 
Komitmen PPATK dalam peran sentral menjaga 
stabilitas ekonomi dan keamanan dunia 
diharapkan semakin meningkatkan eksposur 
Indonesia secara bilateral maupun multilateral, 
disamping pengingkatan kepercayaan berbagai 
lembaga internasional seperti FATF, the Egmont 
Group, APG dan negara-negara lain di dunia.

ke Indonesia pada Mei 
2018, membawa proses 
keanggotaan Indonesia 
di FATF maju selangkah. 
Dalam Pertemuan 
Tahunan Gabungan FATF 
dan Middle East Asia 
Financial Action Task 
Force (MENAFATF) di Paris, 
Juni 2018, secara aklamasi Indonesia disetujui 
sebagai Observer FATF. Predikat Observer 
merupakan salah satu tahapan proses Indonesia 
untuk dapat diterima menjadi anggota FATF. 
Setelah ini, Indonesia akan kembali menjalani 
proses MER dengan asesor langsung dari FATF, 
yang prosesnya dimulai sejak Agustus 2019 
hingga pembacaan putusan pada saat kegiatan 
Pertemuan Tahunan FATF di Paris tahun 2020.
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Counter-Terrorism Financing Summit menjadi 
forum yang menghimpun para pegiat intelijen 
keuangan bersama dengan perwakilan dari 
Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP), 
penyelenggara di bidang keamanan nasional, 
aparat penegak hukum, industri, dan 
akademisi dari berbagai kawasan di dunia. 
Di tahun kelima penyelenggaraannya, yang 
kali ini diselenggarakan di Manila, co-host 
FIU Filipina (AMLC) dengan PPATK dan FIU 
Australia (AUSTRAC), CTF Summit memperluas 
cakupannya yang kini tidak lagi hanya terfokus 
pada aspek pendanaan terorisme. CTF Summit 
kini juga mengangkat isu-isu untuk mengatasi 
ancaman	 regional	 yang	 signifikan	 seperti	
penyalahgunaan teknologi keuangan baru, 
korupsi, serta kejahatan berbasis korban seperti 
perdagangan manusia, perdagangan satwa 
liar yang dilindungi, hingga perdagangan dan 

eksploitasi seks anak.
The 5th CTF Summit menghadirkan 

berbagai pembicara dari Indonesia, antara 
lain Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani 
Indrawati, Kepala BNPT, Komjen Suhardi 
Alius, Kepala PPATK, Kiagus Ahmad 
Badaruddin, Wakil Kepala PPATK, Dian 
Ediana Rae, dan perwakilan dari Detasemen 
Khusus 88 Antiteror Polri dan Badan 
Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi 
(Bappebti). 5th CTF Summit juga menjadi 
ajang peluncuran dokumen Regional Threat 
Assessment: Transnational Laundering of 
Corruption Proceeds, suatu dokumen yang 
memetakan aliran dana kejahatan pencucian 
uang yang berasal dari hasil korupsi di 
kawasan regional ASEAN, Australia, dan 
Selandia Baru.

4. 5th CTF Summit 2019,
Momen Perkuat Komitmen APUPPT Regional
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5. Memperkuat Kerja Sama
dengan FIU Uzbekistan, Maroko, Timor Leste, Palestina, dan Kolombia

Selain dalam bentuk penyelenggaraan 
kegiatan internasional di bidang APU/PPT, 
PPATK juga memperkuat kerjasamanya 
dengan sejumlah negara dalam bentuk 
penandatangan Nota Kesepahaman. Di 
tahun 2019, PPATK memperkuat kerjasama 
dengan 5 (lima) lembaga intelijen keuangan 
dunia antara lain; FIU Uzbekistan, FIU Maroko 
(UTRF), FIU Timor Leste, FIU Palestina dan 
FIU Kolombia. 

MoU dengan FIU Uzbekistan 
ditandatangani pada tanggal 30 Januari 
2019 dalam pelaksanaan Egmont Group 
Meeting 2019 di Jakarta. Sedangkan 
MoU dengan FIU Palestina dan FIU 
Timor Leste ditandatangani pada tanggal 
3 Juli 2019 pada pelaksanaan Egmont 
Plenary 2019 Den Haag Belanda. Selain 
penandatanganan secara langsung, 
PPATK juga melakukan penandatanganan 

MoU secara korespondensi/sirkular dengan 
FIU Maroko dan FIU Kolombia sehingga 
menunjukkan bahwa penguatan kerja sama 
dengan negara lain dapat dilakukan dengan 
upaya semaksimal mungkin. 

Hingga tahun 2019, PPATK telah 
menandatangani Nota Kesepahaman 
dengan 60 negara didunia. Ruang lingkup 
Nota Kesepahaman utamanya dalam bidang 
pertukaran informasi intelijen keuangan 
antara kedua belah pihak dalam rangka 
memperluas basis data pengungkapan 
kasus pencucian uang dan pendanaan 
terorisme yang melibatkan kedua negara. 
Penandatanganan Nota Kesepahaman juga 
mengindikasikan pengaruh kuat dan posisi 
sentral PPATK sebagai FIU Indonesia tidak 
hanya di kawasan Asia Pasifik melainkan 
juga menyentuh kawasan Amerika Latin dan 
negara bagian lain di dunia.

Kepala PPATK (kanan) bersama Mr. Ouadia Benabdallah selaku Ambassador of 
Morocco to Indonesia. berfoto bersama setelah melaksanakan penandatanga-
nan MOU(Foto: DB)
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Kabar membanggakan datang dari Negeri Kincir 
Angin. Di negara lahirnya strategi totaalvoetbal 
tersebut, Indonesia dipilih secara konsensus 
oleh	27	yurisdiksi	di	Asia	Pasifik	sebagai	Regional 
Representatives (RR) the Egmont Group untuk 
kawasan	Asia	Pasifik.	Kiagus	Ahmad	Badaruddin,	
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 
Keuangan (PPATK) yang juga sebagai Ketua 
Delegasi Indonesia dalam pertemuan lembaga 
Financial Intelligence Units (FIU), menyambut 
baik atas apresiasi dan kepercayaan yang 
diberikan oleh lembaga intelijen keuangan 
dunia itu. “Tak mudah untuk mendapatkan 
kepercayaan sebesar itu, karena masing-masing 
anggota The Egmont Group melihat terlebih 
dahulu implementasi yang kita lakukan dalam 
mencegah dan memberantas tindak pidana 
pencucian uang dan pendanaan terorisme 
Alhamdulillah mereka melihat negara kita 
melakukan banyak kebaikan dan perkembangan. 
Saya merasakan sendiri dukungan dan apresiasi 
yang mereka berikan,” ungkap Pak Badar, 
begitu beliau sering disapa. 

Sebagai pelaksana Regional 
Representatives (RR) the Egmont Group untuk 
kawasan	 Asia	 Pasifik,	 atas	 usulan	 Ketua	
Delegasi Indonesia, Dr. Dian Ediana Rae, 
Wakil Kepala PPATK dipilih secara konsensus 
sebagai Regional Representatives (RR) the 
Egmont	 Group	 untuk	 kawasan	 Asia	 Pasifik.	
Selain Wakil Kepala PPATK, terpilih juga 
DM Rupasinghe yang merupakan Direktur 
Lembaga Intelijen Keuangan Sri Lanka, 
yang dalam pemungutan suara berhasil 
mengalahkan Manoj Kaushik yang 
merupakan Additional Director dari FIU 
India. Kedua Regional Representatives 
baru ini akan memulai kerja besarnya 
dalam mengoptimalkan komitmen 

kerja sama lembaga FIU di kawasan Asia 
Pasifik	 selama	 periode	 dua	 tahun	 kedepan	
dalam mencegah dan memberantas tindak 
pidana pencucian uang dan tindak pidana 
pendanaan terorisme di kawasan tersebut.

Pemilihan Regional Representatives 
menjadi salah satu rangkaian acara dalam 
kegiatan the 26th Egmont Group Plenary 
Meeting 

6. PPATK Terpilih Sebagai Regional Representative
     Kawasan	Asia	Pasifik	The	Egmont	Group
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yang diselenggarakan di Den Haag, Belanda. 
The Egmont Group merupakan suatu 
organisasi internasional yang menghimpun 
FIU di seluruh dunia. Dengan kata lain, 
terpilihnya FIU Indonesia sebagai Regional 
Representatives	di	kawasan	Asia	Pasifik,	yang	
merupakan salah satu posisi strategis di The 
Egmont Group, menunjukkan peran aktif 
Indonesia pada umumnya dan PPATK pada 
khususnya dalam menegakkan komitmen 
anti-pencucian uang dan pencegahan 
pendanaan terorisme (APUPPT). Posisi 
strategis RR ini juga secara mutatis mutandis 
menjadi bagian dari keanggotaan Egmont 
Group Committee (EC) yang memiliki fungsi 
untuk mengkoordinasikan urusan internal 
hingga urusan terkait forum internasional 
lainnya, dan juga mengawasi pelaksanaan 
tugas-tugas Egmont Group Sekretariat. 
Peran sebagai Regional Representatives 
dan anggota Egmont Committee ini akan 
juga membantu peningkatan persepsi 
positif Indonesia sebagai negara yang 
menjaga integritas sistem keuangan 
dan perekonomiannya secara konsisten.  
Sebelumnya, Indonesia juga telah menjadi 
tuan rumah dalam penyelenggaraan the 
Egmont Group Meetings di Jakarta pada 
Januari 2019 lalu.

Sebagai Regional Representatives 
the	 Egmont	 Group	 di	 kawasan	 Asia	 Pasifik,	
Indonesia bertugas menyuarakan kebijakan 
The Egmont Group kepada Regional 
Group	 kawasan	 Asia	 Pasifik,	 sekaligus	
mengkomunikasikan dan merepresentasikan 
pandangan dan kepentingan Regional Group 
kawasan	 Asia	 Pasifik	 kepada	 the	 Egmont	
Group dalam proses diskusi dan penetapan 
kebijakan. Amanat yang diberikan kepada 
Wakil Kepala PPATK ini juga bertugas secara 
proaktif memantau perkembangan isu 
terkait APUPPT seperti pendekatan baru 

kerjasama dibidang publik-publik (public-public 
cooperation) dan perkara teknis lainnya seperti 
keanggotaan di Regional Group di kawasan Asia 
Pasifik,	 dimana	masih	 terdapat	 16	 calon	 FIU	 di	
kawasan yang akan bergabung di Egmont Group.

Dalam kesempatan pertemuan yang 
dihadiri oleh hampir seluruh Kepala FIU ini, Pak 
Badar, yang sebelumnya pernah menjadi Sekjen 
dan Irjen Kementerian Keuangan ini melakukan 
penandatangan Memorandum of Understanding 
(MoU) dengan FIU Timor Leste, untuk melakukan 
kerjasama secara optimal dalam mencegah dan 
memberantas tindak pidana pencucian uang dan 
pendanaan terorisme. Delegasi Indonesia, dalam 
pertemuan itu juga secara kuat mendukung FIU 
Pelestina untuk dapat diterima menjadi anggota 
The Egmont Group.   

Dian Ediana Rae merasa bersyukur atas 
kepercayaan yang diberikan dunia internasional 
tersebut. “Kepercayaan yang diberikan ini cukup 
berat dan besar. Pekerjaan besar ini akan dapat 
terlaksana secara baik, bila kita instansi terkait di 
Indonesia dan juga FIU yang ada dapat bekerja 
secara bersama“ ujar Dian, yang sebelumnya 
dipercaya sebagai Vice Chair Information 
Exchange Working Group (IEWG) di Egmont 
Group, dan juga sebagai Co-Chair Financial 
Intelligence Consultative Group (FICG) di ASEAN + 
2 (Australia dan New Zealand).

Dian, sebelumnya juga pernah menjadi 
Kepala Perwakilan Bank Indonesia untuk Eropa 
di London, dan Ketua Ikatan Pegawai Bank 
Indonesia melanjutkan, “Saya  berharap seluruh 
Kementerian, Lembaga terkait dan masyarakat 
secara luas bahu-membahu secara bersama 
mencegah dan memberantas tindak pidana 
pencucian uang dan pendanaan terorisme” 
imbuhnya.
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Ada yang tidak biasa di kantor PPATK, Jumat, 
11 Januari 2019. Saat itu, PPATK disambangi 
oleh Ernest Prakasa, Dennis Adishwara, Sissy 
Prescillia,	 bersama	 sejumlah	 kru	 film	 Milly	 &	
Mamet. Kedatangan para seniman dan sineas 
muda	 Indonesia	 ini	 tidak	 lepas	 dari	 peran	 film	
Milly & Mamet yang mengangkat isu tentang 
pencucian uang dalam salah satu adegannya. 
Dengan jumlah penonton yang hingga saat ini 
telah menyentuh angka 1,5 juta penonton, maka 
film	 Milly	 &	 Mamet	 telah	 memberi	 kontribusi	
besar dalam proses penegakan rezim anti-
pencucian uang di Indonesia.

Ernest Prakasa, yang menjadi penulis, 
sutradara,	 sekaligus	 pemeran	 film	 ini	
menyampaikan bahwa sejak awal tidak ada 
upaya	 khusus	 menjadikan	 film	 Milly	 &	 Mamet	
sebagai	 film	 yang	 mengkampanyekan	 anti-
pencucian uang. Namun, atensi dari publik justru 
memunculkan banyak apresiasi atas pesan anti-
pencucian	uang	di	film	ini.

Pesan	 anti-pencucian	 uang	 di	 film	 Milly	
& Mamet terungkap saat Milly (Sissy Prescillia) 
memberikan peringatan kepada suaminya Mamet 
(Dennis Adishwara) soal kecurigaannya bahwa 
investasi pengusaha besar di resto tempat Mamet 
bekerja digunakan sebagai sarana pencucian 
uang dari hasil kejahatan sang pemiliknya. Pesan 

yang akhirnya didengarkan oleh Mamet, 
sang suami, memberi pesan moral bahwa 
keluarga menjadi pilar pertama yang begitu 
penting dalam mencegah terjadinya praktik 
pencucian uang.

Karena tanpa peran Milly sang istri 
tercintanya, Mamet bisa dikenakan Pasal 5 
Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian 
Uang lho!

1. Apresiasi pada Seniman Perfilman	Indonesia

di Kancah APUPPT
PRESTASI PPATK

" Jangan kira praktik pencucian uang tidak 
dekat dengan kita lho! Jangan-jangan, sadar 
atau tidaknya orang terdekat kita sebenarnya 
sudah terpapar pencucian uang, baik sebagai 
pelaku utama maupun “pelaku pasif”. Yuk, 

pahami Pasal 3, 4, dan 5 UU TPPU! "

Dari kiri, Dennis Adishwara, Sissy Prescillia, Ernest Prakasa, Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin, dan wakil Kepala PPATK Dian Ediana Rae, saat pem-
berian penghargaan kepada sineas perfilman yang telah mendukung gerakan anti pencucian uang yang di tuangkan dalam film MIlly & Mamet. (foto : VM )
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2. Kontribusi dalam Mewujudkan Pemilu
     yang Bersih dan Berintegritas

PPATK telah berpartisipasi aktif dalam 
mewujudkan Pemilu yang bersih dan 
berintegritas sejak penyelenggaraan Pemilu 
di periode sebelumnya. Hal ini dilanjutkan 
saat penyelenggaraan Pemilu di tahun 2019. 
Dalam mendukung terwujudnya Pemilu yang 
bersih, PPATK melaksanakan serangkaian 
kerja bersama dengan sejumlah instansi 
terkait. Berbagai bentuk kerja nyata tersebut 
antara lain diwujudkan dalam bentuk 
penandatangan Nota Kesepahaman dengan 
lembaga penyelenggara dan pengawas 
Pemilu, yaitu Komisi Pemilihan Umum 
(KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan 
Umum (Bawaslu). Ruang lingkup dari Nota 
Kesepahaman tersebut, meliputi salah 
satunya pertukaran informasi antarlembaga. 

Selain itu, PPATK juga menyusun 
riset komprehensif terkait Pemilu, yang 
di dalamnya memetakan kerentanan dan 
risiko dana kampanye Pemilu. Riset PPATK 
mengidentifikasi	 selama	 periode	 Pemilu	
terjadi penukaran berbagai valuta asing dari 
mata uang asing tertentu yang didominasi 
oleh anggota legislatif dan pengurus partai 
politik. Riset PPATK juga mendapati 16 kasus 
terindikasi politik uang, dan sejumlah 72 
calon anggota legislatif yang berstatus dinasti 
politik maupun dari calon pilkada 2018 
yang tidak terpilih. Di luar itu, riset PPATK 
juga	 berhasil	 mengidentifikasi	 modus	 dan	
indikator transaksi keuangan mencurigakan 

terkait pelanggaran dana kampanye Pemilu.
Riset PPATK merekomendasikan berbagai 

hal kepada berbagai pihak yang terkait dalam 
penyelenggaraan Pemilu. Rekomendasi kepada 
penyelenggara Pemilu antara lain mengevaluasi 
aturan dana kampanye Pemilu yang meliputi 
kriteria sumber penerimaan, batasan 
sumbangan,	penjelasan	secara	spesifik	mengenai	
larangan sumbangan dana kampanye dari 
pihak	asing,	aturan	mengenai	pihak	beneficiary	
ownership atas sumbangan dana kampanye, 
batasan penggalangan dana publik (fundraising)  
baik melalui RKDK maupun non-RKDK, hingga 
aturan transparansi dan akuntabilitas peserta 
Pemilu seperti Laporan Keuangan Parpol yang 
telah diaudit, atau LHKPN bagi calon yang 
tercatat sebagai penyelenggara negara.

Bagi aparat penegak hukum, PPATK 
merekomendasikan	 perlunya	 publikasi	 daftar	
peserta Pemilu yang memiliki catatan hukum, 
seperti mantan napi narkotika, koruptor, 
penggelap pajak, serta penyelenggara negara 
yang tidak melaporkan LHKPN. PPATK juga 
merekomendasikan perlunya melakukan 
penegakan hukum terhadap peserta Pemilu 
yang memanipulasi laporan dana kampanye, 
melakukan praktik politik uang, korupsi, hingga 
pencucian uang.

Bagi Pihak Pelapor, PPATK 
merekomendasikan perlunya peningkatan 
pengawasan terhadap transaksi keuangan tunai 
dan penukaran uang dalam nominal kecil-kecil 
yang dilakukan oleh petugas partai maupun 
pihak lainnya. PPATK juga merekomendasikan 
perlunya peningkatan prinsip Know Your 
Customer (KYC) dan pemantauan transaksi 
keuangan peserta Pemilu.
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Seperti disampaikan oleh Presiden RI Joko 
Widodo pada tahun 2017 silam, bahwa opini 
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukanlah 
prestasi, melainkan kewajiban dalam 
menggunakan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (APBN). Maka, PPATK telah 
melunasi kewajiban itu dengan kembali meraih 
opini WTP dalam acara Penyerahan Laporan 
Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan 
Kementerian/Lembaga Tahun 2018 pada Bidang 
Perekonomian dan Perencanaan Pembangunan 
Nasional, Juni 2019. Acara yang bertempat di 
Auditorium Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 
RI, Jakarta, ini menjadi saksi ketiga belas kalinya 
secara berturut-turut PPATK diganjar opini WTP 
sejak tahun 2006 silam.

3. WTP 13 Tahun Berturut-Turut

" Opini Wajar Tanpa Pengecualian 
(WTP) sesungguhnya bukanlah 

prestasi, melainkan kewajiban dalam 
menggunakan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (APBN)."

Joko Widodo,
Presiden RI

4. Predikat Menuju Informatif
     dalam Penilaian Keterbukaan Informasi Publik

Kembali, PPATK mendapatkan hasil yang 
baik dalam penilaian keterbukaan informasi 
publik di tahun 2019. Dalam penganugerahan 
yang disaksikan langsung oleh Wakil Presiden 
RI, Prof. Dr. KH. Ma’ruf Amin di Istana Wakil 
Presiden. Torehan PPATK di penilaian 

tahun ini melanjutkan tren positif yang telah 
terbangun selama lima tahun terakhir. Selama 
periode tersebut, PPATK pernah menorehkan 
peringkat terbaik dalam penilaian di tahun 
2015, mendapatkan peringkat kedua terbaik 
di penilaian tahun 2016, dan peringkat ketiga 
terbaik dalam penilaian tahun 2017. Bahkan, di 
tahun 2018 PPATK menjadi satu-satunya Badan 
Publik di kategori Lembaga Non Struktural yang 
mendapat Predikat Informatif. Semoga capaian 
ini menjadi pelecut semangat untuk terus 
meningkatkan kinerja PPATK, khususnya dalam 
komitmen keterbukaan informasi publik.

Foto bersama Sekretaris Utama beserta jajaran Pejabat Eselon PPATK seusai 
menerima Penghargaan WTA (Foto: DB)
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Pada tanggal 20 Juli 2018, Presiden mensahkan 
Perpres 54/2018 tentang Strategi Nasional 
Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Stranas PK 
merupakan penjabaran komitmen pemerintah 
bersama KPK untuk mewujudkan upaya 
pencegahan korupsi yang lebih bersinergi, fokus, 
efektif	dan	efisien.	Selanjutnya,	Pimpinan	Komisi	
Pemberantasan Korupsi, Menteri perencanaan 
Pembangunan Nasional/Kepala Badan 
perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri 
Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala 
Staf Kepresidenan menyusun dan menetapkan 
Keputusan Bersama tentang Aksi Pencegahan 
Korupsi Tahun 2019 - 2020.

Dalam Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 
2019 – 2020, PPATK ditetapkan menjadi salah 
satu penanggung jawab atas aksi 2, yaitu 
Perbaikan Tata Kelola Data dan Kepatuhan 
Sektor Ekstraktif, Kehutanan, dan Perkebunan, 
dengan ukuran keberhasilan digunakannya basis 
data Beneficial Ownership untuk pencegahan 
penyalahgunaan legal persons/arrangements 
untuk tujuan Anti Pencucian Uang/Pencegahan 
Pendanaan Terorisme. Dalam menjalankan aksi 
tersebut di atas, PPATK telah menyampaikan 
capaian berupa tersedianya kerja sama dengan 
Kementerian Hukum dan HAM, khususnya dalam 

5. Capaian 100% Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi

6. Anti Gratifikasi di Lingkungan PPATK

rangka pemberian akses langsung ke AHU 
Online dalam rangka perolehan informasi 
mengenai informasi korporasi, dan informasi 
pemilik manfaat atas korporasi. 

Adapun kerja sama tersebut adalah 
ditandatanganinya Nota Kesepahaman 
antara PPATK dengan Kementerian Hukum 
dan HAM tentang Kerja Sama Dalam Rangka 
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak 
Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan 
Terorisme yang ditandatangani pada tanggal 
15 November 2019, dan Perjanjian Kerja Sama 
antara PPATK dengan Direktorat Jenderal 
Adminisrasi Hukum Umum Kementerian 
Hukum dan HAM tentang pemberian Akses 
Data Di Bidang Perdata Melalui Sistem 
Administrasi Hukum Umum Online Dalam 
Rangka Pencegahan dan Pemberantasan 
Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak 
Pidana Pendanaan Terorisme pada tanggal 6 
Maret 2019.

Kebijakan	 pengendalian	 gratifikasi	
telah disosialisasikan kepada seluruh pegawai 
PPATK pada bulan September 2018 sesuai 
Peraturan Kepala PPATK Nomor 19 tahun 2018 
dan	 telah	 dibentuk	 Unit	 Pengendali	 Gratifikasi	
(UPG) sebagai turunan dari kebijakan tersebut. 
Sampai dengan bulan Desember 2019, UPG telah 
menerima	26	laporan	penerimaan	gratifikasi	dan	
telah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku. Komitmen dan peran aktif dari 
seluruh pihak sangat penting dibutuhkan dalam 

mewujudkan good governance dengan cara 
tidak memberikan sesuatu dalam bentuk 
apapun yang bertentangan dengan ketentuan 
kepada Aparatur PPATK.
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7. PPATK “Sangat Memuaskan”
     dalam Kearsipan

8. PPATK Pemenang 
     di BKN XI Award 2019

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 
Keuangan (PPATK) mendapatkan 
penghargaan dalam pengelolaan kearsipan. 
Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) 
dalam surat yang ditujukan kepada Kepala 
PPATK, menyebutkan bahwa berdasarkan 
penilaian terhadap akumulasi dari 
penyelenggaraan kearsipan yang telah 
dilaksanakan selama ini mendapatkan 
predikat “AA” atau SANGAT MEMUASKAN.
Hasil pengawasan kearsipan yang dilakukan 
ANRI sebagaimana tugas yang diamanatkan 
oleh Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 
tentang Kearsipan Jo Peraturan Pemerintah 
Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan 
Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 
tentang Kearsipan dan Peraturan Arsip 
Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 
2019 tentang Pengawasan Kearsipan
ANRI menilai PPATK telah melakukan hal-hal 
yang	baik,	antara	lain	sebagai	berikut:

Prestasi gemilang kembali diraih Pusat 
Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 
(PPATK) dikancah nasional, yaitu pada ajang 
Badan Kepegawaian Negara (BKN) XI Award 2019, 
di Marriott Hotel Yogyakarta, 25 September.
Rinardi selaku Sekretaris Utama PPATK menerima 
penghargaan pemenang kategori implementasi 
Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) 
dan pemanfaatan Computer Assisted Test CAT 
tingkat lembaga pemerintah non kementrian 
yang diserahkan langsung oleh Kepala BKN Bima 
Haria Wibisana bersama sejumlah 30 Instansi 
Pemerintah.

Penghargaan ini memberi gambaran 
bahwa PPATK telah mewujudkan pengelolaan 
kepegawaian yang berintegritas dan 
professional. “Semoga semangat kerja yang baik 
ini akan membuat PPATK semakin kuat, dan 
terus berlanjut dipertahankan,” tutup Rinardi 
usai menerima penghargaan tersebut.

Adapun kategori BKN Award 2019 
mencakup	 lima	 kriteria	 yakni:	 1)	 aspek	
perencanaan formasi dan pelayanan pengadaan, 
kepangkatan dan pensiun, 2) Implementasi 
Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) 
dan pemanfaatan Computer Assisted Test (CAT), 3) 
Penilaian kompetensi, 4) Implementasi Penilaian 
Kinerja, dan 5) Komitmen Pengawasan.

a. PPATK memperoleh nilai 
penyelenggaraan kearsipan dari 
90,37, dengan kategori "AA (Sangat 
Memuaskan)".

b. PPATK telah berupaya melaksanakan 
penyelenggaraan Kearsipan.

c. PPATK telah melaksanakan pengelolaan 
terhadap	arsip	 inaftif	yang	dipindahkan	

dari unit pengolah.
d. PPATK sudah terdapat Aspiparis.
e. PPATK telah menetapkan pengorganisasian 

kearsipan dalam kebijakan kearsipan 
f. PPATK telah menyediakan sarana dan 

prasarana kearsipan.
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Dalam rangka pelaksanaan Pilkada serentak 
2020, PPATK berencana melakukan kegiatan 
pengawasan kepatuhan melalui mekanisme joint 
audit dengan OJK terhadap 6 (enam) BPD yang 
berada di Provinsi yang akan menyelenggarakan 
Pilkada. Ruang lingkup kegiatan pengawasan 
ini mencakup prosedur penerapan program 
APU PPT, pelaksanaan kewajiban pelaporan, 
serta kemungkinan adanya Transaksi Keuangan 
Mencurigakan (TKM) sehubungan dengan 
penyelenggaraan Pilkada baik yang dilakukan 
oleh peserta pilkada, keluarga, tim sukses, dan 
pihak lain yang terkait.

Selain itu, PPATK juga akan melakukan 
pelaksanaan pemantauan dana kampanye 
pemilukada tahun 2020 melalui penyusunan 
kajian risiko dana kampanye pemilukada tahun 
2020. Berdasarkan fungsi dan kewenangannya, 
PPATK telah berupaya untuk melakukan 
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana 
pencucian uang dan pendanaan terorisme 
melalui penyusunan kajian analisis strategis 
mengenai “Risiko Dana Kampanye Pemilihan 
Umum Sebagai Sarana Pencucian Uang”. Adapun 
Kajian ini dimaksudkan untuk memberikan input 

1. Kontribusi Mendukung Terwujudnya
     Pilkada Serentak 2020 yang Bersih

Tahun 2020
PROYEKSI KERJA

bagi pihak penyelenggara pemilu, regulator 
dan pihak penyedia jasa keuangan dan 
penyedia barang dan jasa khususnya dalam 
pengaturan dan pengawasan dana kampanye 
serta	 bertujuan	 untuk	 mengidentifikasi	
ancaman, kerentanan serta risiko dana 
kampanye pemilu sebagai sarana pencucian 
uang serta memberikan pedoman atau 
guidance kepada pihak pelapor mengenai 
modus dan indikator transaksi keuangan 
mencurigakan yang berindikasi pelanggaran 
dana kampanye pemilu.
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2. Rencana Penyusunan Stranas
      TPPU dan TPPT Periode 2020 – 2024

3. Pelaksanaan 
      Mutual Evaluation Review oleh FATF

Strategi Nasional Pencegahan dan 
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian 
uang dan Tindak Pidana Pendanaan 
Terorisme (Stranas TPPU dan TPPT) periode 
2017-2019 berakhir pada tahun 2019 ini. Oleh 
karena itu, PPATK selaku Sekretariat Komite 
TPPU akan melaksanakan penyusunan 
Stranas TPPU periode selanjutnya, yaitu 
periode 2020-2024. Periode Stranas TPPU 
ke depan akan disusun selaras dengan masa 
atau periode pemerintahan sehingga akan 
periode selanjutnya akan ditetapkan untuk 
jangka waktu 2020-2024.

Stranas TPPU 2020-2024 
akan disusun berdasarkan evaluasi 
pelaksanaan Stranas TPPU 2017-2019 

Penyelenggaran kegiatan Mutual Evaluation 
Review (MER) FATF akan menentukan 
posisi Indonesia terkait penerapan standar 
Internasional di bidang APU/PPT. Apabila hasil 
MER menempatkan Indonesia mendapatkan 
nilai yang baik, sangat terbuka peluang 
Indonesia menjadi bagian dari FATF. Namun, 
bila MER Indonesia mendapatkan nilai yang 
buruk, Indonesia akan dikategorikan menjadi 
negara berisiko tinggi terkait APU/PPT dan 
berpotensi mempengaruhi citra Indonesia 
di mata internasional. Lebih jauh, predikat 
itu dapat mempengaruhi proses transaksi 
ekonomi dari dan menuju Indonesia, yang 
sangat berpotensi terhambat.

Tahapan penyelenggaraan Mutual 
Evaluation tersebut telah dimulai dengan 
dilaksanakannya FATF Pre-assessment 
Country Training dari Sekretariat FATF yang 

dan hal-hal mutakhir yang harus dilakukan 
Indonesia dalam meningkatkan efektifitas 
penegakam rezim anti pencucian uang dan 
pencegahan pendanaan terorisme. Stranas 
TPPU 2020-2024 juga akan dirinci dengan 
Rencana Aksi per tahun sehingga Komite 
TPPU sekaligus akan menetapkan rincian 
Rencana Aksi Tahun 2020. Stranas TPPU 
2020-2024 akan disusun sebagaimana proses 
penyusunan Stranas TPPU 2017-2019, yaitu 
akan melalui serangkaian proses diskusi dan 
harmonisasi baik dalam forum rapat Komite 
TPPU dan organ Komite TPPU maupun 
melalui rapat-rapat koordinasi antar anggota 
Komite TPPU sebelum ditetapkan oleh Bapak 
Menko Polhukam selaku Ketua Komite TPPU.

telah dilaksanakan tanggal 8-9 Agustus 2019 
di Bandung. Dibuka langsung oleh Mr. David 
Lewis, FATF Executive Secretary dan dihadiri oleh 
perwakilan Tim Assesor FATF serta perwakilan 
dari Kementerian/Lembaga terkait.
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GoAML merupakan aplikasi terintegrasi yang 
sesuai dengan proses bisnis lembaga intelijen 
keuangan (FIU). Keberadaannya akan berfungsi 
mempermudah fungsi PPATK dalam melakukan 
pertukaran data dan informasi dengan FIU negara 
lain, karena sedikitnya tercatat 50 FIU telah 
mengimplementasikan program ini, dengan 
60 diantaranya dalam proses implementasi. 
Dengan penggunaan platform dan format data 
yang sama, diharapkan dapat memperkuat 
fungsi PPATK dalam bidang pencegahan dan 
pemberantasan TPPU dan TPPT.

Keunggulan yang dimiliki GoAML 
akan memperbarui sistem pelaporan 
PPATK, dengan beberapa perubahan seperti 
registrasi dan pelaporan berbasis web, sarana 
komunikasi online dengan Pihak Pelapor, 
Lembaga Pengawas dan Pengatur, dan 
aparat penegak hukum, serta validasi dan 
penolakan laporan yang tidak sesuai, baik 
secara otomatis maupun manual. GoAML 
juga berfungsi guna pembentukan single 

4. Sosalisasi GoAML kepada Pihak Pelapor 

data (unified data model), memiliki fitur 
work flow dan analisis berdasarkan orang, 
perusahaan, dan rekening, serta memiliki 
data warehouse yang dilengkapi dengan 
fitur business intelligent. 

Implementasi GoAML di PPATK 
akan diterapkan dalam jangka waktu 
beberapa bulan ke depan. Saat ini, PPATK 
terus melakukan upaya sosialisasi kepada 
seluruh pihak Pelapor terkait persiapan 
impelementasi aplikasi ini. Pada tahap 
pertama akan diberlakukan uji coba 
kepada beberapa Piloting Project Bank 
Umum. 

GoAML akan memperbarui 
sistem pelaporan PPATK, dengan 
beberapa perubahan seperti registrasi 
dan pelaporan berbasis web, sarana 
komunikasi online dengan Pihak Pelapor, 
Lembaga Pengawas dan Pengatur, dan 
aparat penegak hukum, serta validasi dan 
penolakan laporan yang tidak sesuai
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5. Rencana Implementasi Aplikasi PEP’s

6. Menuju Pengesahan RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal

Penyusunan basis data Politically Exposed 
Person (PEP) berbasis Single Identity Number 
(SIN) merupakan salah satu output yang ingin 
dicapai dalam Instruksi Presiden RI Nomor 
10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan 
dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 
dan 2017. Tujuan pembentukannya 
adalah mengurangi risiko korupsi di sektor 
penerimaan negara, menekan kejahatan 
pencucian uang, penggelapan pajak, dan 
tindak pidana korupsi serta pajak dari wajib 
pajak yang belum terjaring. Penyusunan PEP 
juga bertujuan mempermudah pengamatan 
dan pengawasan pejabat negara, serta 
meningkatkan validitas data keuangan wajib 
pajak.

Perkembangan kebijakan pemerintah saat 
ini, khususnya terkait dengan semakin 
maraknya digitalisasi pada sektor keuangan, 
yang mengarah pada pembangunan cash 
less	 society	 dan	 peningkatan	 finansial	
inklusi serta dalam rangka memudahkan 
instansi terkait melakukan penelusuran 
aset, khususnya aset yang diduga berasal 
dari tindak pidana, mengharuskan PPATK 
menginisiasi penyusunan RUU tentang 
Pembatasan Transaksi Uang Kartal (RUU 
PTUK). Adapun urgensi utama RUU PTUK, 

Dalam penyusunan basis data PEP, 
PPATK salah satunya menggunakan data 
Penyelenggara Negara yang berasal dari 
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara 
Negara (LHKPN) yang diadministrasikan 
oleh KPK. Data tersebut diperkaya dengan 
data dari Kementerian lainnya, seperti data 
Kependudukan dari Direktorat Jenderal 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
(Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, data 
jabatan dari Badan Kepegawaian Negara 
(BKN), dan data perusahaan dari Direktorat 
Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) 
Kementerian Hukum dan HAM. Aplikasi PEP 
masih dalam proses penyempurnaan hingga 
tahun 2020 mendatang.

meliputi (a) mendorong masyarakat melakukan 
kegiatan	perekonomian	yang	efektif	dan	efisien	
sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan 
dan teknologi; (b) menyediakan transaksi 
keuangan yang lancar dan aman yang sejalan 
dengan kebijakan nontunai dan strategi nasional 
keuangan inklusif; (c) mendorong penggunaan 
transaksi keuangan nontunai yang bermaksud 
untuk mengurangi risiko masyarakat dalam 
bertransaksi, dan mengurangi ketergantungan 
masyarakat terhadap uang kartal; dan (d) 
mendukung program pencegahan dan 
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pemberantasan tindak pidana pencucian uang 
dan tindak pidana lainnya.

RUU PTUK merupakan RUU yang diinisiasi 
oleh PPATK dan diprakarsai oleh Kementerian 
Hukum dan HAM. RUU dimaksud menjadi 
salah satu nawacita Presiden Joko Widodo 
periode 2015-2019 dan juga telah masuk ke 
dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 
Tahun 2015-2019. RUU PTUK telah selesai 
dibahas melalui forum Penyusunan Antar 
Kementerian (PAK) dan telah disampaikan 
oleh Menteri Hukum dan HAM kepada Presiden 
melalui Menteri Sekretaris Negara dengan Surat 
Nomor M.HH.PP.02.03-48 tanggal 20 Juni 2017. 
Berdasarkan informasi dari Menteri Sekretaris 
Negara, RUU PTUK telah dibubuhi paraf oleh 
5 (lima) K/L terkait, yaitu Kemenkopolhukam, 
Kemenkoperekonomian, Kementerian 
Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, dan 
PPATK. Adapun RUU dimaksud telah disampaikan 
oleh Menteri Sekretaris Negara ke Presiden pada 
bulan September 2018, dan sampai dengan saat 
ini, PPATK masih menggunggu Surat Presiden 
terkait penyampaian RUU PTUK ke DPR-RI. 

Penyusunan Pengkinian Penilaian Risiko 
Indonesia terhadap Pencucian Uang, 
Pendanaan Terorisme dan Pendanaan 
Proliferasi tahun 2020 secara holistik 
bertujuan	 untuk	 mengidentifikasi	
perkembangan risiko domestik dan dari 
luar negeri serta sebagai input terhadap 
perumusan strategi nasional terkait upaya 
pencegahan dan pemberantasan tindak 
pidana pencucian uang dan pendanaan 
terorisme.

Menyikapi hal tersebut, PPATK 
telah menyelenggarakan diskusi dengan 
Deputi Bidang Hukum dan Perundang-
Undangan Kementerian Sekretariat Negara, 
yang juga dihadiri oleh Staf Ahli Bidang 
Hubungan Ekonomi dan Politik, Hukum 
dan Keamanan, Kementerian Koordinator 
Bidang Perekonomian, Direktur Perancangan 
Peraturan Perundang-undangan, Direktorat 
Jenderal Peraturan dan Perundang-
undangan Kementerian Hukum dan HAM, 
dan perwakilan dari Pusat Perencanaan 
Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum 
Nasional Kementerian Hukum dan HAM 
pada tanggal 29 November 2019 di PPATK 
mengenai upaya percepatan pembahasan 
RUU PTUK.

7. Pengkinian Tingkat Lanjut National Risk Assessment (NRA) 
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8. Pengembangan Aplikasi SIPENDAR

Terorisme adalah salah satu bentuk perbuatan 
keji terhadap manusia dan kemanusiaan, 
bahkan dapat berdampak pada instabilitas 
kedaulatan suatu negara. Selain itu, tindak 
pidana terorisme merupakan kejahatan 
internasional yang membahayakan 
keamanan dan perdamaian dunia serta 
merupakan pelanggaran berat terhadap hak 
asasi manusia. Adanya kasus terorisme di 
Indonesia merupakan bukti bahwa tindak 
pidana terorisme merupakan suatu ancaman 
nyata yang dapat merongrong kedaulatan 
bangsa	dan	negara.	Oleh	karena	itu,	aktifitas	
terorisme dan instrumen pendukungnya 
harus mendapat perhatian khusus dari 
pemerintah Indonesia, khususnya unsur 
pendanaan yang merupakan salah satu 
faktor utama dalam setiap aksi terorisme. 
Dengan demikian dalam penanggulangan 
tindak pidana terorisme harus diikuti dengan 
upaya pencegahan dan pemberantasan 
terhadap pendanaan terorisme.

Dengan berlakunya UU No. 9 
Tahun 2013 tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan 
Terorisme (UU TPPT) semakin menunjukkan 
keseriusan Pemerintah untuk mencegah 

dan memberantas terorisme khususnya dari 
aspek pendanaan terorisme. Selanjutnya 
pemberlakuan UU TPPT juga semakin 
memperkuat peran PPATK dalam pencegahan 
dan pemberantasan pendanaan terorisme, 
terutama dengan memberikan informasi 
intelijen keuangan kepada lembaga penegak 
hukum dengan melakukan penelusuran dana 
terkait kegiatan terorisme dan pendanaan 
terorisme. Penelusuran dana tersebut tidak 
hanya dilakukan di dalam negeri, namun juga 
dapat diperluas dengan pertukaran informasi 
dengan negara lain. 

Untuk mengotimalkan pelaksanaan peran 
PPATK dalam pencegahan dan pemberantasan 
pendanaan terorisme tersebut, PPATK tengah 
pengembangan Terrorist Financing Information 
Sharing Platform yang disebut Sistem 
Informasi Terduga Terorisme (SIPENDAR) yang 
direncanakan akan mulai digunakan pada tahun 
2021. Sistem Informasi Terduga Pendanaan 
Terorisme (SIPENDAR) merupakan aplikasi yang 
mengelola secara elektronis dan terintegrasi 
atas informasi terduga pendanaan terorisme 
serta mekanisme pertukaran informasi antara 
PPATK dan PJK dengan Pemangku kepentingan 
terkait tindak pidana pendanaan terorisme dan 
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tindak pidana terorisme. SIPENDAR memuat 
berbagai informasi terkait pendanaan terorisme 
termasuk	 informasi	 profil	 yang	 diduga	 terkait	
dengan tindak pidana pendanaan terorisme 
beserta jaringannya untuk dapat digunakan 
atau diperkaya oleh PPATK, Penyedia Jasa 
Keuangan, penegak hukum dan instansi terkait 
lainnya yang terlibat dalam upaya pencegahan 
dan pemberantasan tindak pidana pendanaan 
terorisme. SIPENDAR juga digunakan sebagai 
sarana komunikasi dan koordinasi 2 (dua) arah 
yang dilakukan secara tepat dan real time antara 
PPATK, PJK, penegak hukum, dan instansi terkait 
lainnya.

Financial Integrity Rating (FIR) merupakan 
penilaian integritas Pihak Pelapor dalam 
mendukung efektivitas program APU/PPT 
dengan pendekatan kinerja pelaporan. FIR 
diharap dapat menjadi media komunikasi 
dan tolok ukur bagi PPATK dan LPP 
untuk merumuskan langkah pembinaan, 
pengawasan, dan pengaturan yang 
muaranya adalah penguatan rezim APU/
PPT di Indonesia. Penilaian FIR merupakan 
hal yang pertama dilakukan di dunia, dan 
disusun secara langsung oleh lembaga 
intelijen keuangan Indonesia, PPATK, 
bersama dengan seluruh pemangku 
kepentingan terkait.

Penyusunan FIR telah melalui 
serangkaian proses, meliputi kick-off meeting 
Tim FIR PPATK, sharing session bersama 
dengan Ahli di bidang ekonomi makro, 
perbankan makro-mikro, macro-prudential, 
rating & assessment, dan metodologi 
indeksasi dan naskah akademik, dan FGD 
Reviu Eksternal Naskah Akademik FIR. 
Konten FIR memiliki tiga dimensi, dengan 
dimensi pertama adalah komitmen dalam 
penelusuran transaksi keuangan terkait 
indikasi TPPU/TPPT. Dimensi kedua terkait 
tata kelola pelaporan APU/PPT, sedangkan 
dimensi ketiga menilai kepatuhan dan 
kualitas pelaporan APU/PPT. Di tahun 2019, 
Naskah	 Akademik	 FIR	 akan	 difinalisasi.	
Sedangkan	dokumen	final	FIR	direncanakan	
selesai pada tahun 2020.

Adapun tujuan dari pengembangan aplikasi 
SIPENDAR:

a) mengoptimalkan upaya pencegahan tindak 
pidana pendanaan terorisme dan/atau 
tindak pidana terorisme;

b) mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, dan 
kewenangan PPATK dalam pencegahan dan 
pemberantasan tindak pidana pencucian 
uang dan pendanaan terorisme;

c) mengoptimalkan pelaksanaan kewajiban 
PJK dalam upaya pencegahan dan 
pemberantasan tindak pidana pencucian 
uang dan pendanaan terorisme;

d) mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi 
Penegak Hukum dan instansi terkait 
dalam pelaksanaan tugas pencegahan dan 
pemberantasan tindak pidana terorisme, 
tindak pidana pendanaan terorisme, dan 
tugas atau fungsi lain yang relevan dengan 
terorisme dan pendanaan terorisme, 
khususnya penyusunan kebijakan, intelijen, 
penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan 
proses persidangan.

9. Pengembangan Aplikasi
     Financial Integrity Rating (FIR)
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1. Terdapat resiko keamanan informasi 

mengingat pelaporan pencapaian Stranas 

yang sebagian besar berisi informasi bersifat 

rahasia dilakukan secara manual.

2. Mekanisme pelaporan secara manual juga 

menimbulkan waktu  pelaporan yang secara 

tidak serentak. Ada yang melaporkan tepat 

waktu, ada yang lebih awal, dan ada yang 

terlambat sehingga kurang terkontrol dan 

terpantau.

3. Pelaporan dengan mengirimkan dokumen 

secara print-out (hard-copy) membuat 

Pejabat dan staf di Sekretariat harus 

mengeluarkan tenaga dan waktu yang 

ekstra	hanya	untuk	mengklasifikasikan	arsip	

laporan sesuai aksi dan strategi.

10. Pembaharuan Aplikasi SIPPENAS

Untuk mewujudkan tindakan nyata dari 
strategi nasional tentang pencegahan dan 
pemberantasan tindak pidana pencucian 
uang (Stranas TPPU), diperlukan suatu 
mekanisme pengoordinasian kerjasama 
antar lembaga yang dibentuk dalam suatu 
Komite Koordinasi Nasional sebagaimana 
yang diamanatkan oleh Pasal 92 UU Nomor  
8  Tahun 2010 tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian 
Uang. Kehadiran Komite Koordinasi Nasional 
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak 
Pidana Pencucian uang (Komite TPPU) yang 
bertujuan untuk meningkatkan koordinasi 
antar lembaga dengan cara menciptakan 
mekanisme kerjasama antar lembaga 
yang lebih efektif diantaranya dengan 
pembangunan aplikasi Sistem Informasi 
Pelaporan dan Pemantauan Strategi 
Nasional Pencegahan dan Pemberantasan 
Tindak Pidana Pencucian uang dan Tindak 
Pidana Pendanaan Terorisme (SIPPENAS).

SIPPENAS mulai dibangun dan 
diimplementasikan pada tahun 2017 
untuk pelaporan Stranas periode 2017-
2019 untuk mengatasi hambatan dan 
kendala implementasi stranas TPPU 
periode 2007-2011 dan 2012-2016 yang 
sebelumnya dilakukan dengan cara manual 
oleh Anggota Komite TPPU kepada PPATK 
selaku Sekretariat Komite TPPU. SIPPENAS 
telah diimplementasikan untuk pelaporan 
Stranas periode 2017-2019 sebagai jawaban 

atas hambatan dan resiko apabila pelaporan 
dilaksanakan	secara	manual,	yaitu:

Jumlah pelaporan capaian Stranas 
TPPU oleh anggota Komite TPPU telah berjalan 
semakin baik. Pada tahun 2018, telah terdapat 12 
dari 14 Kementerian/Lembaga anggota Komite 
TPPU melaporkan capaian Stranas melalui 
aplikasi SIPPENAS. Pada tahun 2019, seluruh 
anggota Komite TPPU telah melaporkan melalui 
SIPPENAS. 

PPATK telah melaksanakan evaluasi 
terhadap aplikasi SIPPENAS berdasarkan 
saran teknis dari anggota Komite TPPU yang 
telah menggunakan SIPPENAS. Hasil evaluasi 
menunjukkan bahwa aplikasi SIPPENAS harus 
dibangun ulang atau diperbaharui dengan 
aplikasi baru agar memudahkan anggota 
dan Sekretariat Komite TPPU dalam teknis 
pelaporan, pendataan statistik, dan komunikasi 
melalui aplikasi SIPPENAS.
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Aplikasi e-Learning SIMANTAP adalah Sistem 
Pembelajaran Anti Pencucian Uang dan 
Pendanaan Terorisme bagi frontliner perbankan 
sebagai media pelatihan dan edukasi yang 
efektif	 serta	 efisien.	 Peluncurannya	 dilakukan	
dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM 
Pihak Pelapor, khususnya saat ini bagi frontliner 
perbankan. Hingga akhir November 2019, 
terdapat 5 Bank teratas yang banyak mengakses 
e-learning SIMANTAP, yaitu BPD Kaltim Kaltara 
sejumlah 338 peserta, Bank Victoria Syariah 
(157 peserta), BPD Lampung (297 peserta), 
BPD Bali (170 peserta) dan Bank Maspion (124 
peserta). Hingga kini, jumlah peserta yang telah 
melakukan	 ujian	 sertifikasi	 melalui	 aplikasi	
e-learning SIMANTAP telah lebih dari 2.700 
peserta.

11. Edukasi Frontliner Perbankan melalui Aplikasi SIMANTAP 

SIMANTAP akan menjadi pintu masuk 
dalam memperkaya pemahaman tentang 
rezim APUPPT, terutama bagi frontliner 

perbankan sebagai garda terdepan 
dalam mendeteksi tindak pidana 

pencucian uang dan tindak pidana 
pendanaan terorisme
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1. Capaian Kinerja PPATK

PPATK
KINERJA

Laporan Capaian Kinerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 
(PPATK) Tahun 2019
Capaian	kinerja	utama	PPATK	tahun	2019	sebesar	104,3%,	dengan	penjelasan	sebagai	berikut:

Tabel 2
Laporan Capaian Kinerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 

Keuangan (PPATK) Tahun 2019
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1. Pemberian Informasi ke Instansi/Lembaga yang Melakukan MOU Dengan PPATK

Grafis	4
Jumlah Informasi Hasil Analisis (IHA) Terkait dengan Pemberian Informasi sesuai dengan  
MoU dengan Lembaga/Instansi Terkait Berdasarkan Lembaga/Instansi Penyampaian IHA

Januari s.d. Desember 2019

87 5 8 1
17 16 9 1
5 26 2 3
37 4 28 1
314 43 5 2
65 28 12 1320

9 21 85
65 15 3
9 36 3

Lainnya

Ditjen Pajak

2. Permintaan Pertukaran informasi
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2. Pertukaran Informasi ke FUI Lain

Selama Tahun 2019, terdapat penandatangan 3 MoU/Nota Kesepahaman baru dengan 
Lembaga/Instansi	dalam	negeri,	yaitu:	Perpustakaan	Nasional	RI,	Kementerian	Hukum	dan	Hak	
Asasi Manusia, dan Universitas Surabaya.

Dengan adanya penambahan 3 MoU baru selama Desember 2019, maka sejak Januari 
2003 s.d. November 2018, terdapat sebanyak 162 Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani 
oleh PPATK, dengan 55 MoU diantaranya merupakan MoU dengan FIU luar negeri serta 107 MoU 
merupakan MoU dengan Lembaga/Instansi di dalam negeri.

Bila dilihat berdasarkan periode penandatanganannya, terdapat 84 MoU ditandatangani 
setelah berlakunya UU TPPU pada 22 Oktober 2010, yang terdiri dari 18 MoU dengan FIU dan 66 
MoU dengan Lembaga/Instansi dalam negeri. Sementara itu, 78 MoU ditandatangani sebelum 
berlakunya UU TPPU, dengan 37 MoU dengan FIU dan 41 MoU dengan Lembaga/Instansi dalam 
negeri.

Sejak Januari s.d. Desember 2019, 
PPATK telah menerima  85 Pengaduan 
Masyarakat (Dumas).

Sebagian besar dumas disampaikan 
oleh Pelapor Individu, yakni sebesar 
65,2 persen. Sedangkan dumas yang 
disampaikan oleh Lembaga sebesar 34,8 
persen. keseluruhan Laporan dumas telah 
ditindaklanjuti.

3. PENGADUAN MASYARAKAT

Periode Jenis Pelapor

INdividu Lembaga Total

2013 33 54 87

2014 219 63 262

2015 99 17 116

2016 47 11 58

2017 33 46 79

2018 30 55 85

2019 40 29 69

jumlah
Jan-2013 s.d. Des-2019

501 275 767

Tabel 3
Jumlah Pengaduan Masyarakat yang Disampaikan Kepada 

PPATK
Januari 2013 s.d. Desember 2019
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Sebagai lembaga intelijen keuangan, PPATK tidak hanya memiliki tugas dan fungsi Analisis Operasional 
yang menghasilkan Hasil Analisis (HA), tetapi juga Analisis Strategis dalam bentuk riset. Riset disusun 
sebagai sarana pembelajaran dan memperkaya pemahaman tentang dinamika pencucian uang dan 
pendanaan terorisme di Indonesia, mengingat kompleksitas TPPU dan TPPT terus berkembang setiap 
waktunya. Berbagai tema riset yang telah mulai disusun antara lain Potensi Risiko Pencucian Uang 
dan Pendanaan Terorisme Sektor Perdagangan Berjangka Aset Kripto di Indonesia, Tipologi Pencucian 
Uang berdasarkan Putusan Pengadilan selama Periode Tahun 2018, dan Ancaman Regional Pencucian 
Uang Hasil Kejahatan Korupsi Tahun 2019.

1. Potensi Risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Sektor Perdagangan Berjangka 
Aset Kripto di Indonesia

Aset Kripto adalah jenis aset baru yang 
secara umum dianggap mulai berkembang sejak 
kelahiran Bitcoin tahun 2009. Aset Kripto mulai 
diperdagangkan di Indonesia dalam bentuk 
mata uang kripto (cryptocurrency) pada tahun 
2014. Saat ini, Aset Kripto telah berkembang 
luas di masyarakat, namun hingga saat ini belum 
terdapat penilaian risiko terhadap Pencucian 
Uang dan Pendanaan Terorisme terhadap Aset 
Kripto di Indonesia. Karena itulah, PPATK bersama 
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka 
Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan 
menginisiasi penyusunan Dokumen Asesmen 
Risiko Sektoral (Sectoral Risk Assessment/SRA) 
di Sektor Industri Perdagangan Berjangka Aset 

Kripto. 
Keberadaan SRA dimaksudkan untuk 

mengidentifikasi,	 menganalisis,	 mengevaluasi,	
dan memitigasi risiko TPPU, sehingga diharapkan 
dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan 
strategis dalam pencegahan dan pemberantasan 
pencucian uang dan pendanaan terorisme di 
sektor Perdagangan Berjangka Aset Kripto. 
Adanya SRA akan menjadi landasan yang berharga 
dalam semangat mencegah dan memberantas 
TPPU dan TPPT, baik dari sisi Bappebti selaku 
regulator, pelaku industri Perdagangan Berjangka 
Aset Kripto, maupun PPATK sebagai focal point 
pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT.

4. Riset Analisis  Strategis dan Tipologi Pencucian Uang
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Dalam Asesmen Risiko Nasional (National 
Risk Assessment / NRA) TPPU yang disusun pada 
tahun 2015 sekaligus hasil penilaian Foreign 
Predicate Crime dan Laundering Offshore pada 
tahun 2017, terdapat satu temuan bahwa korupsi 
merupakan salah satu jenis tindak pidana asal 
yang memiliki ancaman tinggi, baik di level 
domestik maupun internasional. Dengan dasar 
tersebut, di tahun 2019 Indonesia dan Malaysia 
yang diwakili oleh PPATK dan Bank Negara 
Malaysia (BNM) memimpin proyek bersama di 
regional ASEAN+Australia & Selandia Baru, untuk 
melakukan penilaian ancaman pencucian uang 
transnasional dari hasil tindak pidana korupsi.

Pemetaan ancaman tersebut akan 
diidentifikasi	 dari	 berbagai	 aspek,	 seperti	 Profil,	
Kelompok Industri, Sektor Ekonomi, Jenis 
Korupsi, dan Interaksi Negara. Metodologi yang 
digunakan dalam riset ini menggunakan dua 
pendekatan, yaitu penggunaan ancaman riil (data 
statistik) dan self-assessment (data potensial). 
Hasil riset ini akan menjadi bagian tidak 
terpisahkan dari hasil kajian Financial Intelligence 
Consultative Group (FICG) berupa program AML/
CFT Working Group. FICG merupakan forum 
konsultasi lembaga intelijen keuangan di 
kawasan Asia Tenggara, Australia, dan Selandia 
Baru guna memperkuat komitmen penanganan 
pencucian uang dan pendanaan terorisme yang 
kerap melintasi yurisdiksi berbagai negara.

3. Ancaman Regional Pencucian Uang Hasil 
Kejahatan Korupsi Tahun 2019

2. Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan 
Putusan Pengadilan selama Periode 2018

Riset Tipologi Pencucian Uang berdasarkan 

Putusan Pengadilan merupakan riset yang rutin 

disusun oleh PPATK setiap tahunnya. Basis 

data diambil dari putusan pengadilan selama 

satu tahun penuh, dan dapat digunakan oleh 

penegak hukum dan pihak terkait sebagai sarana 

memperkaya pemahaman modus yang dilakukan 

oleh pelaku kejahatan pencucian uang.

Riset Tipologi Pencucian Uang akan 

mengulas tentang karakteristik wilayah, tindak 

pidana	 asal,	 profil,	 penyitaan	 aset,	 serta	 variasi	

hukuman berdasarkan putusan pengadilan atas 

perkara TPPU selama periode 2018. Riset juga 

akan mengetahui keterkaitan putusan pengadilan 

terkait TPPU selama periode 2018 dengan Laporan 

Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM), Hasil 

Analisis (HA), dan Hasil Pemeriksaan (HP) PPATK. 

Selain itu, riset tipologi akan sangat bermanfaat 

dalam mengetahui dinamika dan tantangan 

aparat penegak hukum dalam hal penelusuran 

aset dan pembuktian perkara TPPU.
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Kegiatan pengawasan kepatuhan oleh Direktorat Pengawasan Kepatuhan dilakukan dalam 
rangka pengawasan kepatuhan pelaksanaan kewajiban oleh pihak pelapor sebagaimana 
diamanatkan dalam Undang-Undang PP TPPU. Selama tahun 2019 telah selesai dilaksanakan 
kegiatan pengawasan kepatuhan terhadap 97 (sembilan puluh tujuh) pihak pelapor yang terdiri 
dari kegiatan audit kepatuhan langsung (on-site) terhadap 74 (tujuh puluh empat) Penyedia 
Barang dan/atau Jasa lain (PBJ) serta 23 (dua puluh tiga) kegiatan audit khusus Penyedia 
Jasa Keuangan (PJK) yang dilakukan melalui mekanisme joint dengan Bank Indonesia (BI) dan 
Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

Adapun 74 (tujuh puluh empat) objek audit PBJ dimaksud terdiri dari 44 (empat puluh 
empat) perusahaan properti/agen properti dan 30 tiga puluh) pedagang kendaraan bermotor. 
Adapun rincian kegiatan audit khusus PJK terdiri dari kegiatan joint audit dengan BI terhadap 12 
(dua belas) KUPVA dan 2 (dua) Penyelenggara Transfer Dana (PTD) serta joint audit dengan OJK 
terhadap 4 (empat) Bank Umum dan 3 (tiga) Bank Pembangunan Daerah, 1 (satu) Perusahaan 
Pembiayaan dan 1 (satu) Perusahaan Asuransi.

Atas kegiatan audit kepatuhan terhadap 74 (tujuh puluh empat) PBJ tersebut diperoleh 
hasil tingkat kepatuhan PBJ tersebut berada pada kategori baik. Adapun terkait dengan kegiatan 
joint audit PJK diperoleh hasil bahwa masih terdapat kelemahan dalam penerapan PMPJ serta 
pelaksanaan kewajiban pelaporan dengan masih ditemukannya transaksi yang belum dilaporkan 
kepada PPATK baik LTKT maupun LTKM.

6. Pengawasan Kepatuhan

5. Pelaporan Transaksi Keuangan

Grafik	perkembangan	penerimaan	 laporan	 transaksi	menunjukkan	 tren	 yang	meningkat	 selama	
periode tahun 2016 hingga Desember tahun 2019. Pengecualian hanya untuk LPUT yang cenderung 
turun, dikarenakan perubahan sistem di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yang kini menggunakan 
sistem Passenger Risk Management (PRM).

Keterangan
LTKM	 :	Laporan	Transaksi	Keuangan
    Mencurigakan
LTKT	 :	Laporan	Transaksi	Keuangan	Tunai
LTPBJ	 :	Laporan	Transaksi	Penyedia	Barang
    dan/atau Jasa Lainnya
LPUT	 :	Laporan	Pembawaan	Uang	Tunai
LTKL	 :	Laporan	Transaksi	Transfer	Dana
     dari/ke Luar Negeri

LTKM

LTKT

LTPBJ

LPUT

LTKL

Periode
Januari s.d. Desemer 

2019
Jumlah Laporan yang 

Diterima:

32.317.667 
Laporan

78.388

3.100.000

39.118

161

29.100.000

laporan

laporan

laporan

laporan

laporan
Grafik	5

Data Pelaporan Transaksi Keuangan
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Selama tahun 2019, PPATK telah menandatangani 14 Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian 
Kerja	Sama	(PKS)	sebagai	berikut:

Sebagai bentuk dukungan dalam proses penegakan hukum, PPATK melaksanakan kegiatan 
asistensi terhadap penanganan perkara TPPU maupun tindak pidana asal. Tujuan Asistensi adalah 
membantu meningkatkan pemahaman dan pengetahuan serta berbagi pengalaman kepada 
penegak hukum mengenai penanganan perkara TPPU atau tindak pidana asal kepada penyidik, 
baik secara konsep maupun teknis penanganan perkaranya.
Dalam pelaksanaan kegiatan asistensi, PPATK menugaskan tim yang terdiri dari ahli TPPU, analis 
atau pemeriksa transaksi keuangan, dan analis kerjasama. Dengan demikian, penyidik dapat 
memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dalam penanganan perkara. Dalam kegiatan 
asistensi, penyidik dapat melakukan konsultasi yang mendalam mengenai perkara yang sedang 
ditanganinya. Dengan demikian, penanganan perkara dapat lebih dioptimalkan guna peningkatan 
status perkara. Dengan adanya asistensi, PPATK juga dapat melakukan pemantauan secara 

7. Pengembangan Kerja Sama Antar Lembaga

8. Asistensi dan Pelatihan Bersama Penegak Hukum

1. MoU tentang Pencegahan, Pengawasan 

dan Penanganan Permasalahan 

Penyelenggaraan Ibadah Umrah pada 8 

Februari 2019;

2. MoU dengan Kementerian Badan Usaha 

Milik Negara pada 14 Februari 2019;

3. Pembaharuan MoU dengan Otoritas Jasa 

Keuangan pada 19 Februari 2019;

4. Pembaharuan PKS dengan Ditjen 

Administrasi Hukum Umum Kemenkumham 

pada 6 Maret 2019;

5. Pembaharuan MoU dengan Komisi 

Pemilihan Umum pada 21 Maret 2019;

6. Pembaharuan PKS dengan Direktorat 

Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil 

Kemendagri pada 9 April 2019;

7. PKS tentang Pembentukan Satuan Tugas 

Pencegahan, Pengawasan dan Penanganan 

Permasalahan Penyelenggaraan Ibadah 

Umrah (PKS Satgas Umrah) pada 7 Mei 2019;

8. MoU dengan Plt. Direktur Utama Lembaga 

Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) pada 

8 Mei 2019;

9. Pembaharuan MoU dengan Universitas 

Diponegoro pada 27 Mei 2019;

10. MoU dengan Badan Pusat Statistik (BPS) 

pada 24 Juni 2019;

11. Pembaharuan MoU dengan Badan 

Pengawas Obat dan Makanan pada 19 

September 2019;

12. PKS dengan Plt. Direktur Utama 

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan 

(LPDP) pada 30 September 2019;

13. MoU dengan Kementerian Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan pada 1 Oktober 

2019; dan

14. MoU dengan Kementerian Keuangan 

tentang Penempatan Lulusan Politeknik 

Keuangan Negara STAN tahun 2019 di 

Luar Kementerian Keuangan yang telah 

lulus Seleksi Kompetensi Dasar pada 31 

Oktober 2019.
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langsung terhadap tindak lanjut Hasil Analisis atau Hasil Pemeriksaan yang telah disampaikan oleh 
PPATK kepada instansi penyidik.
PPATK pada tahun 2019 telah melaksanakan 20 (dua puluh) kali asistensi penanganan perkara TPPU 
sebagai	berikut:

Tabel 4
Asistensi penanganan perkara TPPU  2019
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Aplikasi data 
penduduk yang 

menduduki jabatan 
politik.

GoAML kini telah terinstal 
dan tengah sedang dalam 
masa uji coba oleh pihak 

pelapor.

9. Penguatan Teknologi Informasi

10. Realisasi Anggaran

Selama tahun 2019, PPATK telah banyak mendukung proses bisnis PPATK dengan 
membangun	aplikasi	penunjang	sebagai	berikut	:

Pada tahun 2019, PPATK mampu menyerap anggaran sebanyak 92,54% atau sejumlah 
Rp195.685.169.59,00 dari total anggaran yang diberikan Rp.211.467.726.000. Rincian dari 
penyerapan oleh Deputi Pencegahan 94.14%, Inspektorat 94.24%, Deputi Pemberantasan 91.74%, 
Pusat Teknologi Informasi 92.90%, Sekretariat Utama 91.40%, dan Pusdiklat APUPPT 81.60%.

1. SIMANTAP

Aplikasi pembelajaran 
untuk frontliner Pihak 

Pelapor Perbankan 
terkait Rezim APUPPT

Aplikasi baru untuk 
absesnsi pegawai PPATK 
dengan	sejumlah	fitur	

yang lebih lengkap dan 
interface yang lebih mudah 

dipahami.

Sinkronisasi data 
pada Aplikasi SIMPEG, 
SIAPIK, dan Presensi.

2. PEP’s 4. Instalasi
GoAML

3. Presensi
5. Integrasi

Aplikasi
Kepegawaian

Grafis	6
Realisasi Anggaran

Januari s.d. Desember 2019
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Tabel 5
Realisasi Anggaran Belanja PPATK

untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019

PPATK didukung oleh sumber daya manusia sejumlah 550 pegawai, dengan komposisi sebagai 
berikut:

11. Manajemen Sumber Daya
1. Statistik Kepegawaian

Grafis	7
Statistik Kepegawaian

Januari s.d. Desember 2019
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2. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

3. Peningkatan Kualitas Kepegawaian

Tahun 2018 Indeks Reformasi Birokrasi (RB) 
PPATK mendapatkan nilai 77,82 (BB/Sangat 
Baik), turun 0,15 poin dibandingkan dengan 
tahun 2015 dengan nilai 77,97 (BB/Sangat Baik). 
Hal ini menunjukan sedikit penurunan kinerja 
pengelolaan Reformasi Birokrasi di PPATK. 
Namun demikian, PPATK tetap berkomitmen 
untuk terus berbenah diantaranya dengan 
mengundang Kementerian Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk 
membantu dalam memperbaiki kekurangan 
yang ada. Sementara itu, untuk penyusunan 
Roadmap RB 2020-2024 masih menunggu 
Roadmap RB Nasional.  

Selanjutnya, PPATK akan membentukan 
agent of change dan Tim Asesor untuk 
mempermudah internalisasi pelaksanaan RB. 
Upaya tersebut diharapkan akan mendukung 
tercapainya	 profil	 birokrasi	 PPATK	 yang	
profesional, berkarakter dan berintegritas tinggi 
dalam jangka panjang, memberikan pelayanan 
publik yang prima, serta mampu menjadi pemicu 
perubahan bagi pihak-pihak yang bekerja 

Dalam rangka pengembangan kompetensi 
Sumber Daya Manusia, PPATK telah 
membangun Assesment Centre berbasis 
Teknologi Informasi dimana sistem 
telah selesai dibangun dan dalam tahap 
penyempurnaan. Dengan adanya aplikasi 
ini, diharapkan akan mempercepat proses 
pembinaan pegawai serta meningkatkan 
presisi pengembangan kompetensi pegawai 
terutama dalam hal pengelolaan talent 
management. Selain itu, dalam rangka 
pengembangan karier dan meningkatkan 
motivasi pegawai, PPATK saat ini telah 
membuka jalur karier jabatan fungsional 
seperti pranata komputer, arsiparis, 
pranata kehumasan dan auditor. Sementara 
itu, Jabatan fungsional Analis Transaksi 
Keuangan akan segera menyusul menunggu 

bersama dengan PPATK dalam menciptakan 
rezim anti pencucian uang. 

Grafik	8
Klasifikasi	Pendidikan	Pegawai	PPATK
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4. Peningkatan Kualitas Kelembagaan
Percepatan pembangunan rezim anti 
pencucian uang dalam rangka pencegahan dan 
pemberantasan tindak pidana pencucian uang 
dan pendanaan terorisme di Indonesia harus 
di dukung lembaga yang mumpuni. Oleh sebab 
itu, PPATK tengah melakukan reorganisasi yang 
berfokus pada penyempurnaan tugas dan fungsi.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola 
pemerintahan yang baik (good governance) sesuai 
dengan arah kebijakan reformasi secara nasional 
serta	 peningkatan	 efektivitas	 dan	 efisiensi	
organisasi, PPATK saat ini sedang melakukan 
pemetaan ulang bisnis proses tiap unit kerja. 
Hal itu tidak terlepas dari rencana penggunaan 
aplikasi Go AML serta pengkajian terhadap tugas 
dan fungsi struktur organisasi menjadi hal yang 
perlu	 didefinisikan	 ulang	 secara	 proses	 bisnis.	
Hal ini bertujuan untuk memastikan standarisasi 
pelaksanaan pekerjaan oleh seluruh elemen 
organisasi serta meningkatkan efektivitas dan 
efisiensi	organisasi.	Selain	itu	PPATK	juga	dalam	
proses penyempurnaan manajemen risiko. 
Harapannya, risiko yang timbul atas aktivitas 
organisasi dapat dimitigasi seminimal mungkin.

persetujuan besaran tunjangan jabatan dari 
regulator yaitu Kementerian PAN dan RB.

Tahun 2019 PPATK memberikan 
kesempatan pegawai untuk menimba ilmu 
melalui Program beasiswa baik melalui 
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) 
maupun program beasiswa internal. Tahun 
ini, PPATK memberikan peluang beasiswa 
internal yang berlokasi di Universitas 
Indonesia sebanyak 5 orang. Disamping itu, 
PPATK juga terus meningkatkan kompetensi 
pegawai melalui pelatihan-pelatihan 
lintas instansi seperti dengan Kejaksaan, 
Kepolisian, Otoritas Jasa Keuangan, 
dan Badan Narkotika Nasional, serta 
bekerjasama dengan lembaga internasional 
seperti AUSTRAC (Australian Transaction 
Report and Analysis Center), UNODC (United 
Nation on Drug and Crime), USDOJ – OPDAT 
(The United States Department of Justice – 
Office of Overseas Prosecutorial Development 
Assistance and Training Program), dan 
Kedutaan Besar Amerika Serikat. Selain itu, 
PPATK	juga	memberikan	sertifikasi-sertifikasi	
bagi	 para	 pegawainya	 seperti	 sertifikasi	
manajemen risiko, CCNA (Cisco Certified 
Network Associate), dan asesor.
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12. Umum (Biro Umum)

Pada Tahun Anggaran 2019, Pejabat Pembuat Komitmen telah melakukan penandatangan 
kontrak pengadaan barang dan jasa sejumlah 115 kontrak dan penerbitan SPP sebanyak 2708 SPP.  
Dengan total Realisasi Anggaran Rp 138.435.830.163,-  (94,49%)

Pada tahun 2019, Unit Kearsipan PPATK telah dilaksanakan Pengawasan Kearsipan Eksternal yaitu 
pada bulan Mei 2019 oleh Tim Pengawasan dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan 
mendapatkan nilai 90,37% dengan katagori AA (Sangat Baik).  

Penerapan Sistem Pengolahan Arsip berbasis Teknologi Informasi atau yang dikenal dengan 
nama SIKD (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis) yang bertujuan agar pengelolaan arsip di lingkungan 
PPATK lebih sistematis, terintegrasi, cepat dan lebih terlindungi berdasarkan atas Peraturan Kepala 
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor PER-04/1.01/PPATK/02/15 tentang Pedoman 
Penyelenggaraan Kearsipan pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 
14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 
Keuangan Nomor PER-04/1.01/PPATK/02/15 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kearsipan Pada 
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.  Selain itu, SIKD dalam rangka melaksanakan 
Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik serta 
Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan 
E-Government.

Pada Tahun 2019, optimalisasi penggunaan Gedung Arsip Ciloto yang berfungsi menyimpan 
arsip inaktif PPATK yang telah memenuhi Standar Minimal Gedung dan Ruang Penyimpanan Selain 
itu, Unit Kearsipan memberikan penghargaan terhadap pengelola arsip terbaik serta Unit Pengolah/
Unit Kerja terbaik selama Tahun 2019 yang diraih oleh Biro Umum.

Pejabat Pembuat Komitmen

Unit Kearsipan PPATK

Bagian Perlengkapan

a. Unit Layanan Pengadaan (ULP)

Tahun 2019, untuk pengadaan barang dan jasa sebanyak 455 paket dengan Rencana Umum 
Pengadaan (RUP) Tahun Anggaran 2019 yang dipublikasikan dalam aplikasi Sistem Informasi 
Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) sebanyak 455 paket terdiri atas 265 paket melalui penyedia 
dan 198 paket melalui swakelola. Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2019 telah dilaksanakan 
seluruh rencana pengadaan yang tercantum dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan 
(SIRUP) dengan persentase Persentase Kesesuaian Pengadaan Barang dan Jasa dengan Rencana 
Umum Pengadaan sebesar 100%.
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b. Akuntansi Barang Milik Negara

c. Bagian Kerumahtanggan

Dalam rangka melaksanakan fungsi akuntansi Barang Milik Negara, sesuai dengan Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan BMN Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat, telah 
melakukan penyusutan untuk semua aset tetap. Dengan diimplementasikannya peraturan tersebut 
maka nilai aset tetap pada PPATK berkurang nilainya. Selain pengurangan nilai yang disebabkan 
oleh penyusutan tersebut, terdapat kenaikan yang disebabkan oleh kapitalisasi untuk barang 
modal dan pencatatan untuk aset lancar berupa barang persediaan. Sampai dengan akhir periode             
30 Desember 2019, nilai Barang Milik Negara yang tercatat senilai Rp. 2.576.241.595,-. 

Pada Tahun 2019, bagian kerumahtanggaan melakukan sejumlah pemeliharaan Gedung 
PPATK Juanda, Gedung Arsip Ciloto, serta mekanikal elektrikal.  Selain itu, dalam rangka 
memaksimalkan	luas	Gedung	PPATK,	maka	dilakukan	re-layout	yang	mengusung	tema	open	office	
di lingkungan Kesestamaan.  Hal ini perlu dilakukan dalam memaksimalkan luas lantai Gedung 
PPATK untuk dijadikan ruang kerja secara bertahap, upaya ini merupakan pilihan yang tidak dapat 
dihindarkan karena sarana dan prasana kantor tidak seimbang dengan peningkatan populasi 
pegawai, serta pemanfaatan ruang kerja sangat berarti untuk menciptakan pegawai yang handal 
dalam menjalankan roda pekerjaan di sebuah kantor.

Table 6
Neraca Barang Milik Negara
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Perubahan paradigma pengawasan internal 
telah dilakukan, yang sebelumnya sebagai 
watchdog menjadi konsultan dan Quality 
Assurance dalam mendukung terwujudnya good 
governance di PPATK. Pelaksanaan audit secara 
umum dilakukan berdasarkan Program Kerja 
Pengawasan Tahunan (PKPT). Audit tahun ini 
dilakukan secara tematik mengenai audit kinerja 
yang dilakukan terhadap 5 auditi. Tujuan audit 
kinerja adalah untuk menilai aspek ekonomis, 
efisiensi,	dan	efektifitas.

Kegiatan reviu yang telah dilakukan PPATK 
antara lain reviu Laporan Keuangan Tahun 
Anggaran 2018, reviu Laporan Kinerja, reviu 
pembukaan blokir DIPA Satker Pusdiklat, dan 
reviu Pajak atas tindak lanjut rekomendasi Badan 
Pemeriksa Keuangan. Tujuan dilakukan reviu 
adalah untuk memberikan keyakinan terbatas 
mengenai akurasi informasi serta penyajian dan 
pengungkapan telah sesuai dengan standar/
ketentuan yang berlaku.

Kegiatan evaluasi meliputi evaluasi pendampingan 
Bimbingan Teknis dan evaluasi Reformasi Birokrasi. Selain 
kegiatan evaluasi, telah dilakukan juga kegiatan pemantauan 
aplikasi goAML, pemantauan terhadap kepatuhan pelaporan 
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan 
Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN), dan 
pemantauan pengelolaan anggaran triwulanan oleh Badan 
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Sampai 
dengan bulan Desember 2019, kepatuhan pelaporan LHKPN 
oleh wajib lapor melalui e-LHKPN telah mencapai 100% dan 
kepatuhan pelaporan LHKASN telah memenuhi 100%.

• Audit Kinerja

• Reviu

• Monitoring dan Evaluasi

13. Pengawasan Internal
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• Reviu

• Pengawasan Lainnya

•	 Anti-gratifikasi

PPATK telah melakukan self-assessment untuk 
mengetahui kapabilitas Aparat Pengawasan 
Intern Pemerintah (APIP) yang dimiliki, dan telah 
dilakukan validasi oleh BPKP dengan penilaian 
APIP berada di level 2. Inspektorat berupaya 
untuk melakukan perbaikan yang mengarah pada 
pemenuhan syarat Internal Audit Capability Model 
(IACM) ke level 3 di tahun 2019. Kedepannya, 
Inspektorat berfokus pada elemen-elemen 
yang belum terpenuhi sesuai dengan Area of 
Improvement.

Kebijakan	 pengendalian	 gratifikasi	 telah	
disosialisasikan kepada seluruh pegawai PPATK 
pada bulan September 2018 sesuai Peraturan 
Kepala PPATK Nomor 19 tahun 2018 dan telah 
dibentuk	 Unit	 Pengendali	 Gratifikasi	 (UPG)	
sebagai turunan dari kebijakan tersebut. Sampai 
dengan bulan Desember 2019, UPG telah 
menerima	26	laporan	penerimaan	gratifikasi	dan	
telah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku. Komitmen dan peran aktif dari 
seluruh pihak sangat penting dibutuhkan dalam 
mewujudkan good governance dengan cara tidak 
memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang 
bertentangan dengan ketentuan kepada Aparatur 
PPATK.
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DAFTAR ISTILAH
Istilah Pengertian

AKIP Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Aksi PPK Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Apgakum Aparat Penegak Hukum

AUSTRAC Australian Transaction Reports and Analysis Centre

Bappenas Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

BBM Bahan Bakar Minyak

Bawaslu Badan Pengawas Pemilihan Umum

BI Bank Indonesia

BK Bank Kustodian

BMN Barang Milik Negara

BNN Badan Narkotika Nasional

BNPT Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

BO Beneficial Owner

BPHN Badan Pembangunan Hukum Nasional

BPK Badan Pemeriksa Keuangan

BPKP Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

CU Credit Union

Dirjen AHU Kemenkumham Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan 
HAM

ESW Egmont Secure Web

FATF Financial Action Task Force on Money Laundering

FGD Focus Group Discussion

FIU Financial Intelligence Unit

FKDKP Forum Komunikasi Direktorat Kepatuhan Perbankan

FSPB Financial Services Professional Board

GRIPS Gathering Report Information System

HA Hasil Analisis

HP Hasil Pemeriksaan

IAPI Institut Akuntan Publik Indonesia

IFTI International Fund Transfer Instruction

INI Ikatan Notaris Indonesia

Inpres Instruksi Presiden

ISIS Islamic State of Iraq and Syria

K/L Kementerian / Lembaga

Kemenag Kementerian Agama

Kemendagri Kementerian Dalam Negeri
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Kemenhut Kementerian Kehutanan

Kemenkeu Kementerian Keuangan

Kemenkopolhukam Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Kemenkumham Kementerian Hukum dan HAM

Kemenpan RB Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Kemensos Kementeiran Sosial

Kemlu Kementerian Luar Negeri

KIP Komisi Informasi Pusat

KKN Korupsi, Kolusi, Nepotisme

KKP Kementerian Kelautan dan Perikanan

KPK Komisi Pemberantasan Korupsi

KPKNL Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang

KPPU Komisi Pengawas Persaingan Usaha

KPU Komisi Pemilihan Umum

KSP Koperasi Simpan Pinjam

KUPU Kegiatan Usaha Penerimaan Uang

KY Komisi Yudisial

KYC Know Your Customer

LHKPN Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

LPP Lembaga Pengawas dan Pengatur

LPS Lembaga Penjamin Simpanan

LPSE Layanan Pengadaan Secara Elektronik

LPUTB Laporan Pembawaan Uang Tunai Lintas Batas

LTKL Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri

LTKM Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan

LTKT Laporan Transaksi Keuangan Tunai

MA Mahkamah Agung

Mabes Polri Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia

MAS Monetary Authority of Singapore

MI Manajer Investasi

NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia

OJK Otoritas Jasa Keuangan

PBJ Penyedia Barang dan/atau Jasa lainnya

Pemilu Pemilihan Umum

PEPs Politically Exposed Person

Perpres Peraturan Presiden

PJK Penyedia Jasa Keuangan

PKA Pedoman Kerja Audit

PKPT Program Kerja Pemeriksaan Tahunan

PMN Prinsip Mengenal Nasabah
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PMPJ Prinsip Mengenal Pengguna Jasa

PMPRB Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Polri Kepolisian Negara Republik Indonesia

PNS Pegawai Negeri Sipil

PPATK Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Prolegnas Program Legislasi Nasional

RB Reformasi Birokrasi

RPP Rancangan Peraturan Pemerintah

RUU Rancangan Undang-undang

SAKIP Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

SDB Safe Deposit Box

SDM Ortala Sumber Daya Manusia dan Organisasi Tata Laksana

Setneg Sekretariat Negara

SIAPIK Sistem Aplikasi Penilaian Kinerja Pegawai

SIAPUPPT Sistem Informasi Anti Pencucian Uang dan Pembiayaan Pendanaan Terorisme

SIMPADI Sistem Informasi Perjalanan Dinas

SIMPEG Sistem Informasi Manajemen Pegawai

SIPESAT Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu

SKB Surat Keputusan Bersama

SKK Migas Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

SOP Standar Operasional Prosedur

SPP Surat Permintaan Pembayaran

SPT Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak

STRO Commercial Affairs Department and Suspicious Transaction Reporting Office – 
Financial Intelligence Unit Singapore

TLHP Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

TPPT Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

TPPU Tindak Pidana Pencucian Uang

Tupoksi Tugas Pokok dan Fungsi

UP Unit Penyertaan

UU Undang-undang

UU TPPU Undang-undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 
Pencucian Uang

WBS Whistle Blowing System

WNI Warga Negara Indonesia

WTP Wajar Tanpa Pengecualian

DAFTAR TABEL
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